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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang disusun melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui
Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020
merupakan penjabaran Tahun kedua Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor S5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat 3, RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Mengacu pada Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa RKPD dijadikan
sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pedoman Penyusunan Ranacangan
Kebijakan Umum APBD Kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Kota.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan  perundang-undangan yang melatar belakangi

penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
611).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 32).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Kota Cirebon tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 17 Tahun 2008).

Peraturan Daerah Kota CirebonNomor 8 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011
— 2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8
Seri E).

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon(Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri
D).
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17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9 Seri E).

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 93 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan
teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan
kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam
skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan
pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen
masyarakat yang ada di Kota Cirebon, juga pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan dari bawah-atas (bottom-
up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari
tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Cirebon. Penyusunan
dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 yang disusun melalui metode
tahapan perencanaan diatas, dilaksanakan mulai dari Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Cirebon,
dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap
faktor-faktor internal daneksternal yang berpengaruh secara langsung
maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan salah satu sub system
dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kota
Cirebon Tahun 2020 disusun untuk menjabarkan amanat arah
pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023
untuk lima tahun kedepan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi
Jawa Barat dan RPJPM Nasional Tahun 2015-2019.

Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 secara umum
diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan tahunan Perangkat
Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam proses

Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kota. RKPD Kota
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Cirebon Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon2018-
2023.
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Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam kaitannya dengan konteks pembangunan yang berdimensi
kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan
dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi
unggulan masing-masing kecamatan di Kota Cirebon. Perencanaan
pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan
kejelasan terhadap sasaran dan target objek pembangunan berbagai
macam matra kehidupan yang terdapat di berbagai wilayah. Hal ini
dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif,
efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah
pembangunan. Secara detail hubungan antar dokumen yang menjadi
dasarpenyusunan dokumen RKPD ini digambarkan dalam kerangka

penyusunan RKPD sebagai berikut:
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=
—|  Anelisis Gambaran Umum Kondis Evaluasi Kinerja Tahun Lalu RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031
J 4_
Keberhasilan Pembanaunan Program dan kegiatan yang belum Evaluasi RPJMD Kota Cirebon
> Daeah terealisasi dan terealisasi 100% Tahun 2013-2018
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Evaluasi RKPD Kota Cirebon
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| RKPD Kota Cirebon Tahun 2019
> > Kerangka Ekonomi Daerah

'

Perumusan Prioritas dan Sasaran Arah Pembangunan Tahap IV RPJPD
Sinergitas Kota Cirebon 2005-2025
Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang
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Gambar 1.2

Kerangka Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020
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1.3.1 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan
Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib
mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Strategi dan
kebijakan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 harus sesuai dan
bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapahal penting
yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas
Nasional dan focus Pembangunan Nasional. 5 (lima) agenda Prioritas
Nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota
Cirebon Tahun 2020 yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

2. Infrastrutur dan Pemerataan Wilayah;

3. Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;

S Stabilitas ketahanan dan keamanan;

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 wajib mengacu
pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Proses
penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 perlu memperhatikan 9

(Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua;

2. Desetralisasi pelayanan kesehatan;

3. Pertumbuhanekonomi berbasis inovasi;

4. Pengembang destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;

6. Infrastruktur konektivitas wilayah;

7. Gerakan membangun desa (Gerbang Desa);

8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah);
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
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1.3.3 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RPJMD

Kota Cirebon 2018-2023

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 penyusunannya berpedoman
pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Menurut Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
menyebutkan: RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan  kerangka  ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas dan sasaran pembangunan
tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan
daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program
serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan

indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.4 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RTRW
Kota Cirebon 2011-2031
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 berpedoman pada
RTRW Kota Cirebon, yaitu dengan menyelaraskanpencapaian
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan
daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota.
Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon
Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan tujuan,
kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur
ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, 17 penetapan
kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota,
dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkota.
Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat
kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya,
meliputi:
1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hirarkis memiliki hubungan fungsional;
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2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;

3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam
rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif,
melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di

pusat maupun di daerah secara terpadu.

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan Renja

Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, RKPD yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dijadikan pedoman penyempurnaan
rancangan Renja Perangkat Daerah menjadirancanganakhirRenja
Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat
Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam
RKPD Kota Cirebon Tahun 2020. Perumusan Renja Perangkat
Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan
bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD.
Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan
untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dimaksudkan
untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar
wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD
Kota Cirebon Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Cirebon dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun
2020. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020
adalah:

1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
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2)

3)

4)

6)

1.5

Mewujudkan integrasi,sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan ;
Mengoptimalkan komunikasi dan partisipasi masyarakat, dunia
usaha, dan perguruan tinggi; serta
Mengoptimalkan pemanfaatansumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Menyediakan dasar bagi penyusunan Rancangan KUA PPAS
dan Rancangan APBD Kota Cirebon Tahun 2020.

Sistematika

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 yang mengimplementasikan

perencanaan pembangunan jangka Menengah dan penganggaran

tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun
2020

Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD Tahun 2020

Hubungan Antara Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2020 dengan
dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional,
provinsi maupun kabupaten /kota.

Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD
Tahun 2020

Sitematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD
yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan

yang dicanangkan.
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BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.
Menjelaskan dan penyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi
dan demografi serta indicator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan
yaitu:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah,
potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek kesejahteraan masyarakat
Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3 Aspek pelayanan umum
Kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Kondisi umum aspek daya saing daerahsebagai bagian dari
indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya tujuan dan sasaran

pembangunan.
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4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun
rencana,isu strategis, serta prioritas program pembangunan
daerah berdasarkan isu strategis.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD

tahun 2020, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-

masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini antara lain menguraikan antara lain :

a. Penetapan indikator dan target kinerja utama.

Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada akhir tahun 2020.

b. Penatapan indikator dan target kinerja kunci.

Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk dijadikan pedoman dalam penetapan kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun 2020.

BAB VII PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam

keseluruhan dokumen RPJMD, sebagai pedoman bagi semua pihak

dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

a. Keterpaduan dan sinkronisasi  penyusunan program dan
kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan
memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat daerah;

b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan,
pelaksanaan,pemantauan,dan evaluasi kebijakan,program,dan
kegiatan RKPD;

c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik
dan APBD;

d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk

mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 kondisi Umum Kondisi Daerah

Kondisi daerah Kota Cirebon digambarkan berdasarkan : (I) aspek
geografi dan demografi, (II) aspek kesejahteraan masyarakat, (III) aspek

pelayanan umum, dan (IV) aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Cirebon
2.1.1.1.1Letak dan Kondisi Geografis

Kota Cirebon terletakdi pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian
timur, yang berada pada jalur utama transportasi strategis dan menjadi
simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah
melalui daerah utara atau lintas Pantura. Secara geografis Kota
Cirebon,terletak di pulau Jawa bagian Barat dengan bentuk wilayah
memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke
Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5
meter (termasuk dataran rendah), yang merupakanbagian wilayah
pantai utara pada koordinat 108,33° Bujur Timur dan 6,42° Lintang
Selatan.

Secara administratif, Kota Cirebon memiliki luas wilay 37,36 km?
atau +3.735,8 hektar yang terbagi menjadi 5 (Lima) kecamatan, 22
kelurahan, 248 Rukun Warga (RW), dan 1.366 Rukun Tetangga (RT)
dengan batas wilayah administrasi yaitu:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa
Secara rinci jumlah kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan

rukun tetangga di Kota Cirebon dalam tabel berikut :
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Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan, RW, dan RT Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2017

No. Kecamatan WIiJII; ;Zh Kelurahan RW RT
1. | Harjamukti 17.615 5 76 454
2. | Lemahwungkuk 6.507 4 42 232
3. | Pekalipan 1.561 4 39 186
4. | Kesambi 8.059 S 55 307
S Kejaksan 3.616 4 35 183

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2018, BPPPPD yang dikelola

dalam SIPD

2.1.1.1.2Kondisi Topografis

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan

dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang

berada di wilayah selatan kota. Wilayah Kota Cirebon merupakan

dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas

permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai

menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu

di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di

wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase

kemiringan sebagai berikut:

1.

Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon,
kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan
Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan
Harjamukti;

Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan
Argasunya, Kecamatan Harjamukti;

Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan

Argasunya, Kecamatan Harjamukti

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon diklasifikasikan berdasarkan

persentase kemiringan sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Kemiringan Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)

Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2016

No. Kecamatan tbu Kota Persentase
Kecamatan
1. | Harjamukti Kalijaga 18,00
2. | Lemahwungkuk Pegambiran 3,00
3. | Pekalipan Pekalipan 3,00
4. Kesambi Kesambi 3,00
5. | Kejaksan Kejaksan 6,00

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup, yang dikeloladalam SIPD: 2018

Gambar di

menggambarkan kondisi topografi Kota Cirebon seperti yang dijelaskan

bawah ini adalah Peta Kemiringan Lereng yang

di atas.

LAUT JAWA

KABUPATEN CIREBON

L®Y PEMERINTAH DAERAH
- KOTA CIREBON

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Gambar 2.1
Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon
Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah
menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang
terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan
genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik

dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air
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hujan ke laut. Daerah genangan air di wilayah Kota Cirebon sebagai

berikut :

Tabel 2.3
Lokasi Potensi Genangan Air di Kota Cirebon
Tinggi Lama
No Lokasi Genangan | Genangan
(meter) (jam)
1 Perumahan Taman Majasem 0,3 2
Perumahan Griya Sunyaragi 2
2 ) 1,0
Permai
3 Jalan Terusan Pemuda 0,4 3
4 Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 0,5 2
S Jalan Gunung Sari 0,3 3
6 Perumahan Sukasari RW.3 0,5 2
7 Perumahan Cangkring 0,5 4
8 Jalan Merdeka 0,3 4
9 Kesunean Kriyan 0,5 3
10 Buyut 0,3 1
11 Pertigaan Tiga Berlian 0,3 5
12 Kerta Semboja 0,3 2
13 Perumnas Burung 0,3 3
14 Perumnas Gunung 1,0 3
15 Perumahan Permata Harjamukti 0,5 4
16 Perumahan Griya Ciremai Giri 10 3
(Kalijaga) ’
17 Jalan Katiasa Penggung 0,3 1
18 Jalan Kalitanjung 0,3 0,5

Sumber : Kantor Penanggulangan Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran (2017)

2.1.1.1.3Kondisi Klimatologi

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota
Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan
suhu udara minimum rata-ratatahun 2017 sebesar 24,13° C dan
maksimum rata-rata 31,18° C serta banyaknya curah hujan 2.323,1
mm per tahun dengan hari hujan 87 hari, ataurata-rata 7,25 hari per
bulan. Suhu udara dan curah hujan rata-rata di Kota Cirebon tahun
2014-2017 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rata-rata Suhu Udara MenurutBulan di Kota Cirebon
Tahun 2014-2017

No. Bulan Suhu Udara/Temperatur (°C)
Maksimum | Minimum Rata-rata
1. Januari 34,4 22,6 27,6
2. Pebruari na na na
3. Maret 33,6 23,2 28,0
4. April 33,4 24,8 27,6
S. Mei 35,0 22,8 29,2
6. Juni 34,2 23,8 28,6
7. Juli 34,6 22,4 28,8
8. Agustus 34,2 23,4 28,9
9. September 35,4 22 28,2
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No. Bulan Suhu Udara/Temperatur (°C)
Maksimum | Minimum Rata-rata
10. | Oktober 36,0 24,2 29,9
11. Nopember 34,0 26,0 28,5
12. Desember 35,0 23,6 28,2
Rata-rata Per Bulan:
2017 31,18 24,13 27,66
2016 29,83 24,28 27,63
2015 31,56 23,59 28,54
2014 31,18 24,13 27,65

Sumber: Kota Cirebon DalamAngka, BPS: 2018, yang dikelola

dalam SIPD

Tabel 2.5

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kota Cirebon Tahun 2014-2017

2014 2015 2016 2017
No. Bulan Cul:ah Hari Cu1:ah Hari Cul:ah Hari Cul:ah Hari
Hujan . Hujan . Hujan . Hujan .
Hujan Hujan Hujan Hujan
(mm) (mm) (mm) (mm)
1. | Januari 710,4 16 276,0 18 375,4 16 550,0 na
2. Pebruari 319,7 15 383,1 12 413,3 23 na na
3. | Maret 243,4 9 107,9 6 426,0 17 318,0 na
4. | April 216,0 8 48,0 6 80,0 15 124,0 na
5. | Mei 85,0 3 139,6 7 162,3 14 48,0 na
6. | Juni 169,5 ) 10,0 1 158,2 8 134,0 na
7. | Juli 62,0 4 0 0 56,1 4 5 na
8. | Agustus 0 0 0 0 24,6 3 14 na
9. | September 0 0 0 0 130,6 12 23 na
10. | Oktober 37,0 2 0 0 304,0 18 59 na
11. | Nopember 66,7 5 30,6 1 219,2 14 538 na
12. | Desember 459,4 17 199,5 13 2243 17 210 na
Jumlah 2.369,1 84 1.194,7 64 2.574,0 161 2.323 87
Rata-rata Per | 197,42 99,56 | 5,33 | 214,5 | 13,42 | 193,58 | 7,25
Bulan

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka, BPS: 2018, yang dikeloladalam SIPD.

2.1.1.1.4Kondisi Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah
dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik
dengan kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20-
30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara
untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena

intrusi air laut.

Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar
bersumber dari pasokan Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM) Tirta
Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis
Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu kedepan perlu ada penyelesaian
melalui kerjasama antar daerah atau kerjasama amalgamasi atau
pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan air bersih yang
mutakhir. Sedangkan untuk keperluan

lainnya sebagian besar
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diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai
dengan 6 (enam) meter, di samping itu ada beberapa daerah/wilayah
yang kondisi air tanahnya relatif sangat rendah dan rasanya asin
karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air
minum.Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai
dan anak-anak sungai.Di Kota Cirebonterdapat 4 (empat) sistem sungai
yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane,
Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai
Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari
Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Sungai berfungsi
sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran

pembuangan air.

Tabel 2.6
Nama-nama Sungai yang Melintasi Kota Cirebon
Ukuran
No. Nama Sungai Panjang | Lebar | Tinggi Lokasi
(m) (m) (m)
I. Sistem Kedung Pane/ Tangkil.
1. Kali Tangkil 1.600 35/20 5,50 | Perbatasan
2. Kali Kemlaka 4.900 15/10 3,20 Kota
3. Kali Cideng 5.900 25/11 3 Kota
4. Kedung Bima 9.000 10 3 Kota
S. Kedung Pane 9.000 10 3 Perbatasan
6. Banjir Kanal 1.650 25/17 4 Perbatasan
7. Kali Kijing 4.800 25/16 3 Kota
8. Kali Kramat 2.000 13/6 1,5 Ex. CUDP
9. Anak Pane 3.500 5 2 Kabupaten
10. Anak Bima 4.000 5 2 Kabupaten
11. | Kayu Walang 3.000 6 3 Kota
12. | Kali Koa 2.500 5 2 Kabupaten
II. Sistem Sukalila
1 Kali Sukalila 1.800 20 3 Kota
2 Kali Sigujeg 1.200 5,5 1,25 Kota
3 Kali Bedeng 800 5,5 1 Kota
4 Kali Sijarak I 2.750 8,5 1,5 Ex CUDP
5 Kali Sijarak II 3.300 5 1,25 Ex CUDP
6 Kali Langensari 1.450 2 1 Ex CUDP
7. Kali Sirabun 1.100 11,5 3 Kota
8. Kali Penyuken 3.500 4 3 Kota
9 Kali Saladara 4.500 3 2 Kota
III.Sistem Kesunean
1 Kali Kesunean 4.600 47/32 5,6 Kota
2. Kali Suba 8.200 34 9 Kota
3. Kali Cirongkob 3.600 23 6,5 Kabupaten
4 Kali Cisiluk 6.300 26 6,5 Kabupaten
5 Kali Reungas 3.000 25 S Kabupaten
6 Kali Cibacang 5.400 26 5 Kabupaten
7 Kali Cikurutug 2.600 23 4 Kabupaten
8 Kali Cikijing 1.300 4 1,5 Kota
9. Kali Sigemblo 1.500 6 2 Kota
IV.Sistem Kalijaga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 II -6



Pemenintat Doenat Rota (inebon

Ukuran
No. Nama Sungai Panjang | Lebar | Tinggi Lokasi
(m) (m) (m)

1. Kalijaga 4.500 40/24 5,5 Perbatasan
2. Kali Lunyu 3.400 35/15 S Kab & Kota
3. Cikalong 3.800 35/17 5,2 Kota

4. Cikenis Barat 4.400 36/20 7 Kota

5. Cikenis Timur 2.500 15 2,5 Kota

6. Cikenis Tampomas 1.400 6 2 Kota

7. Kedung Menjangan 4.500 10 S Kota

8. Kedung Jumbleng 2.500 11 4 Kota

9. Kedung Mendeng 2.600 10 4 Kota

10. | Pengasinan 3.600 10 4 Kabupaten
11. Cigedeg 4.400 10 4 Kabupaten
12. Anak Lunyu 1.200 6 3 Kabupaten
13. Surapandan 1.700 9 4 Kota

14. Cigambay 1.300 9 3,5 Kabupaten
15. Cadas Ngampar 3.900 10 3,5 Kota

16. Cilombang 3.800 10 3,5 Kabupaten

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kota Cirebon, BPPPPD, yang dikeloladalam SIPD.

Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna

coklat karena pengaruh pendangkalan lumpur yang dibawa oleh 4

sistem sungai dan sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon.

Sungai-sungaiprimer yang melewati Kota Cirebon termasuk dalam

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, merupakan wilayah sungai

lintas provinsi (Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang kewenangan

pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat. Berikut gambar wilayah

sungai Cimanuk-Cisanggarung.

St p
DAS CISANGGARUNG

LAUT JAWA

14326 hem2)

WILAYAM SUNGAJ CIMANUK.
(LUAS : 7711 kam2 )

RENCANA INDUK ( 1980, 1985 )
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
WS. CIMANUK CISANGGARUNG
(BESERTA PERKEMBANGANNYA)

"

Sumber: BBWS Cimanuk Cisanggarung

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Sungai Cimanuk

Gambar 2.2

Cisanggarung
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2.1.1.1.5 Kondisi Geologi

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial
dikelompokan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi
oleh jenis berupa material alluvial endapan quarter (Qa) dengan luas
wilayah 2.877,76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen
pliosen-plistosen dengan luas total 1.061,24 Ha. Jenis tanah yang
terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis
tanah alluvial dengan luas lahan 2.509,27 Ha, tanah latosol dengan
luas 322,84 Ha dan jenis tanah grumosol dengan luas lahan 1.106,91
Ha.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari
endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi
lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis
tanah di Kota Cirebon terdiri atas :

Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu

Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu

Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu

Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol
Asosiasi mediteran cokelat dan litosol

Latosol cokelat kemerahan

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas
3 macam, yaitu:

a. Kedalaman 0-30 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan

Argasunya, Kecamatan Harjamukti
b. Kedalaman 30-60 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan

Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan

Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi
c. Kedalaman lebih dari 60 meter : terdapat di seluruh wilayah Kota

Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas

Sebaran terkait jenis geologi dan jenis tanah yang ada di Kota
Cirebon disajikan pada peta berikut:

o a0 T
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Sumber : Dokumen Daya Tampung dan Daya

Dukung , 2018
Gambar 2.3

Gambar 2.4

Peta Geologi Kota Cirebon Peta Jenis Tanah

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

1.

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber

daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan

budidaya di Kota Cirebon terdiri dari:

a.

o

o 0

5@ o

i

5 3

Kawasan peruntukan perumahan;

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
Kawasan peruntukan perkantoran;

Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan evakuasi bencana;
Ruang bagi kegiatan sektor informal;

Ruang terbuka non hijau;

Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan; dan

Kawasan pertahanan dan keamanan negara;
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2. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi lelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Cirebon terdiri dari:
a. Kawasan perlindungan setempat
b. Kawasan rawan bencana
c. Kawasan suaka dan cagar budaya

Ruang Terbuka Hijau RTH

3. Kawasan Strategis Kota

Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan ekonomi
meliputi :

a. Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan,
Sekitaran Gunung Sari, Jalan Cipto Mangunkusumo, dan
Ciremai Raya;

b. Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan sosial budaya
meliputi: Keraton Cirebon, Gua Sunyaragi,

Majasem dan Argasunya-Kalijaga.

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah Kota Cirebon
Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang

merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta

merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning

(Cirebon - Indramayu - Majalengka - Kuningan) dengan sektor

unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun

2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah

Kota, yaitu :

(1) Sub Wilayah Kota (SWK) I merupakan kawasan dengan fungsi
utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dengan struktur ruang
yang ditetapkan :

a. Sub Pusat Pelayanan Kota (S-PPK) yaitu Kawasan Pelabuhan

Cirebon yang berada di kelurahan Panjunan.
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b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala lingkungan
wilayah kota sebagai fungsi perdagangan dan jasa meliputi
kelurahan Pegambiran, Panjunan, Kebon Baru, Kesenden, dan
Lemahwungkuk, sedangkan sebagai fungsi pariwisata dan
budaya meliputi kelurahan Lemahwungkuk dan Kesepuhan.;

(2) Sub Wilayah Kota (SWK) II dengan prioritas penanganan meliputi :

a. Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yaitu Gunung Sari —
Cipto kelurahan Pekiringan kecamatan Kesambi, Kawasan Grage
Mall 2 kelurahan Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk.

b. Kawasan Prioritas Sosial Budaya adalah kawasan keraton
Cirebon yang terletak di kelurahan Kesepuhan, Lemahwungkuk,
Panjunan, kecamatan Lemahwungkuk.

c. Kawasan Prioritas Sarana Umum adalah kawasan sekitar goa
sunyaragi dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, dan
wisata, kawasan sekitar rumah sakit Ciremai sebagai fungsi
kesehatan dan mitigasi bencana.

(3) Sub Wilayah Kota (SWK) III merupakan kawasan yang
diprioritaskan penganannya meliputi kawasan strategis Ciremai
Raya sebagai fungsi perumahan, kawasan strategis Majasem,
Kalijaga dan Argasunya sebagai fungsi pendidikan.

4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV sebagai pelayanan pertanian
campuran, pendukung wisata, area pemakaman, agrobisnis,
wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan
pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman,

agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

Sumber : RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031
Gambar 2.5

Peta Administrasi Kota Cirebon
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2.1.1.1.8 Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan meliputi kawasan perumahan
kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Kawasan
perumahan kepadatan tinggi seluas kurang lebih869 hektardengan
KDB 60-75%, KLB maksimum 1,2 diarahkan di SWK [ meliputi
Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Panjunan,
Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan
Pekiringan, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan
Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Kesambi, Kelurahan
Drajat, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan
Pekalipan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi.

Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang seluas kurang
lebih 848 hektar dengan KDB 45-60%, KLB maksimum 1 diarahkan di
Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Harjamukti,
Kelurahan Larangan, Kelurahan Kecapi, dan Kelurahan. Kawasan
peruntukan perumahan kepadatan rendah seluas kurang lebih 217
hektar dengan KDB 30-45%, KLB maksimum 0,6 diarahkan di

Kelurahan Argasunya.

2.1.1.1.9Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana kawasan  peruntukan  perdagangan dan  jasa
dikembangkan seluas + 568 hektar meliputi : Pasar tradisional, Pusat
perbelanjaan dan Toko modern. Pengembangan pasar terdiri atas:
pengembangan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran,
ikan dan sejenisnya terdapat di Pasar Kanoman Kelurahan
Lemahwungkuk, Pasar Pagi Kelurahan Kejaksan, dan Pasar Jagastru
Kelurahan Jagasatru. Pengembangan kegiatan perdagangan kebutuhan
sehari-hari untuk skala kecil dan menengah terdapat di Pasar Kramat
di Kelurahan Kesenden, Pasar Drajat di Kelurahan Drajat, Pasar
Perumnas di Kelurahan Kecapi, Pasar Kalitanjung di Kelurahan
Harjamukti, Pasar Balong di Kelurahan Pekalipan, dan Pasar Gunung
Sari di Kelurahan Pekiringan.

Pengembangan pusat perbelanjaan terdiri atas : Pengembangan
pasar swalayan atau plaza diarahkan pada kawasan yang baru
berkembang khususnya pada Sub Pusat Pelayanan Kota di kawasan
Ciremai Raya terletak di Kelurahan Kecapi dan kawasan Majasem,

terletak di Kelurahan Karyamulya; dan pengembangan kegiatan
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perdagangan skala besar (grosir) di sekitar pusat kota yaitu di sekitar
Jl. Karanggetas, Jl. Pasuketan dan Jl. Pekiringan.

Pengembangan toko modern terdiri atas: Pengembangan toko
modern (mini market) di Jalan Kesunean, Jalan Jendral Sudirman,
Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Rajawali Raya, Jalan Tentara Pelajar,
Jalan Kapten Samadikun, Jalan DR Wahidin, Jalan Pemuda, Jalan Nyi
Mas Gandasari, Jalan Sunyaragi, Jalan Gunung Galunggung,
Pelabuhan, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan  Pekalipan, Jalan
Kalitanjung, Jalan Kalijaga, Jalan Perjuangan, Jalan Evakuasi,
Pegambiran Residence, Jalan Kartini, Jalan Kesambi, Jalan Ciremai
Raya; dan perdagangan modern (supermarket) lokasinya tersebar di
Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi Jalan Kartini, Jalan
Siliwangi, Jalan Cipto, Jalan Rajawali, Jalan Ciremai Raya, Jl. By Pass

Brigjen Dharsono, Jl. By Pass Ahmad Yani.

2.1.1.1.10 Pengembangan Kawasan Perkantoran

Rencana kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan seluas
* 11 hektar meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran
swasta. Pengembangan perkantoran pemerintahan meliputi penataan
perkantoran pemerintah terutama yang terletak di Jl. Siliwangi,
diperuntukan mempertahankan fungsi dan bentuk penampilan
bangunan dan pengembangan perkantoran pemerintah dengan skala
pelayanan kota di kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan kawasan
Kebon Pelok di Kelurahan Kalijaga.

Sedangkan pengembangan perkantoran swasta sebagaimana
meliputi Jalan Siliwangi di Kelurahan Kejaksan, Jalan Kartini, Jalan
Pemuda dan Jalan Dr Cipto Mangunkusumo di Kelurahan Pekiringan,
Jalan Wahidin di Kelurahan Sukapura, dan Jalan Yos Sudarso di

Kelurahan Lemahwungkuk.

2.1.1.1.11 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan
Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan seluas * 68
hektar meliputi industri kecil dan mikro; serta industri menengah.
Pengembangan industri kecil dan mikro meliputi: industri makanan dan
minuman diarahkan di Kelurahan Drajat, Kelurahan Pekiringan,
Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, dan Kelurahan Pekalangan;
sedangkan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki diarahkan di
kelurahan Harjamukti dan untuk industri kayu, barang-barang dari

kayu (tidaktermasuk mebeller), barang anyaman dari rotan, bambu dan
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sejenisnya diarahkan di Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya,
Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Kalijaga.

Pengembangan industri menengah meliputi: industri pengolahan
tembakau diarahkan di Kelurahan Panjunan; industri tekstil diarahkan
di Kelurahan Pegambiran; industri pakaian jadi diarahkan di
Kelurahan Pekalangan; dan industri penerbitan, percetakan dan
reproduksi media rekaman diarahkan di Kelurahan Harjamukti.

Sedangkan Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri
meliputi pembatasan pengembangan peruntukan industri dan
pergudangan di kawasan Pegambiran dan pemindahan kawasan
pergudangan di Jalan Pekalipan dan Parujakan diarahkan ke kawasan

Harjamukti.

2.1.1.1.12 Pengembangan Kawasan Wisata

Rencana kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan seluas *
23 hektar meliputi: pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata
buatan. Pariwisata alam yang dikembangkan meliputi obyek wisata
Pantai Kejawanan di Kelurahan Pegambiran dan Taman Kera di
Kelurahan Kalijaga. Sedangkan pengembangan wisata budaya meliputi
obyek wisata Keraton Kesepuhan di Kelurahan Kasepuhan, Keraton
Kanoman di Kelurahan Lemahwungkuk, Keraton Kacirebonan di
Kelurahan Pulasaren, dan Taman Gua Sunyaragi di Kelurahan
Sunyaragi. Wisata buatan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran,
Kelurahan Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan

Lemahwungkuk.

2.1.1.1.13 Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Rencana pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau seluas

kurang lebih 3 hektar terdiri atas kawasan perkantoran pemerintah di

kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan kawasan Kebon Pelok di

Kelurahan Kalijaga dan perkantoran swasta di Kelurahan Kejaksan.

2.1.1.1.14 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi:
penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di pusat kota yaitu
di Jalan Siliwangi, Jalan Kartini dan Jalan Karanggetas. Pengembangan
kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada pusat-

pusat perbelanjaan dan perkantoran yaitu di Jalan Kartini, Jalan
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Tentara Pelajar, Jalan Siliwangi, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan,
Jalan Pasuketan, Jalan Brigjen Dharsono, Jalan Dr. Cipto
Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, Jalan Kalijaga Permai, Jalan
Rajawali. Penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor
informal di Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Pekiringan. Arahan
pengelolaan sektor informal meliputi:
1. pengaturan sektor informal pada malam hari pada ruas Jalan
Pasuketan, Jalan Pekiringan dan Jalan Karanggetas,
pengembangan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan,
mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi
sektor informaldan
4. memberikan bantuan fasilitas yang memadai untuk mendukung

kegiatan sektor informal.

2.1.1.1.15 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi: ruang evakuasi
bencana skala kota, ruang evakuasi bencana banjir, ruang evakuasi
bencana gelombang pasang dan ruang evakuasi bencana kebakaran.
Ruang evakuasi bencana skala kota terletak di Stadion Bima Kelurahan
Sunyaragi dan Lapangan Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga. Ruang
evakuasi bencana banjir terdapat di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi
Kecamatan Kesambi. Sedangkan Ruang evakuasi bencana gelombang
pasang terletak di Alun-Alun Kejaksan di Kelurahan Kebonbaru,
Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan
Pegambiran. Untuk ruang evakuasi bencana kebakaran terdapat di
Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan,
Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Kecapi, diarahkan di Kantor
Pemerintahan dengan memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-
posko evakuasi bencana serta memanfaatkan ruang terbuka dalam

bentuk lapangan olahraga.

2.1.1.1.16 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan lainnya
Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota

Cirebon terdiri dari kawasan pertanian, peternakan dan perikanan,

kawasan pendidikan tinggi, pusat kesehatan, fasilitas peribadatan,

kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

1. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 34
hektar di sekitar Majasem Kelurahan Karyamulya di Kecamatan

Kesambi dan pengembangan perguruan tinggi seluas kurang lebih
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30 hektar di Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga di
Kecamatan Harjamukti.

2. Kawasan peruntukan pusat kesehatan berupa pengembangan
pusat kawasan kesehatan seluas kurang lebih 31 hektar di
Kawasan Kesambi, Kelurahan Kesambi dan Kecamatan Kesambi.

3. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan meliputi pengembangan
Islamic Center seluas * 3 (tiga) hektar di Kelurahan Kejaksan.

4. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi: Korem-

063 /Gunung Jati, Kodim 06141 Kota Cirebon dan Lanal Cirebon.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana (hazard region) adalah suatu kawasan
permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alam
maupun non alami. Sementara kerawanan bencana (hazard
vulnerability) diartikan sebagai tingkat kemungkinan suatu obyek
bencana untuk mengalami gangguan akibat bencana alam. Salah satu
upaya untuk menanggulangi bencana alam adalah dengan
mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan

wilayah rawan bencana dan risiko bencana.

Berdasarkan RTRW Kota Cirebon, kawasan rawan bencana
merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi rawan

gelombang pasang, genangan banjir, dan rawan kebakaran.
1. Genangan Banjir

Kawasan rawan genangan banjir berada di kawasan Jalan Pemuda
dan Jalan Terusan Pemuda, kawasan Kampung Sukasari, Kawasan
Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kawasan Gunungsari — Jalan Ampera,
Kawasan Perumnas Burung, Kawasan Perumnas Gunung, Kawasan

Kali Tanjung, dan Kawasan Majasem.

Saluran drainase di Kota Cirebon pada umumnya memanfaatkan
sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer/sekunder yang
mengalir secara gravitasi dengan sistem gabungan antara air hujan dan
air limbah rumah tangga. Seiring dengan perkembangan kota yang
semakin maju yang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk
membawa pengaruh terhadap penggunaan lahan secara langsung,

sehingga terjadinya banjir dan genangan air merupakan konsekwensi
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logis yang harus dihadapi Kota Cirebon. Genangan banjir yang terjadi,

secara umum disebabkan oleh:

a)

b)

Genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan
terutama di jembatan di atas sungai yang memotong jalan. Hal ini
disebabkan oleh kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil

dari debit air/banjir yang terjadi;

Genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih
kecil dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-
gorong jalan yang tertutup (tersumbat) endapan, atau belum

adanya saluran drainase jalan.

Bangunan dibangun diatas sehingga mempersempit penampang

saluran;

Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase eksisiting,
banyak endapan sampah di saluran yang menyebabkan

tersumbatnya aliran air.

Berdasarkan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana Kota Cirebon Tahun 2016, sebaran genangan banjir dan

genangan yang ada di Kota Cirebon disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Lokasi Banjir dan Genangan di Kota Cirebon

Besar Genangan
NO. Lokasi Tinggi | Luas | Lama Fr?kwen G Penyeba];) o
(m) (Ha) (Jam) si (Per enangan/ Banjir
Tahun)
Perum Taman Kapasitas saluran
1 Nuansa 0,3 1 2 13 dan —  gorong-gorong
) Majasem ’ lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi.
Tidak ada drain inlet
ke saluran, saluran
2. E/Ier}lm GSP 1 0,2 2 15 outlet tertutup oleh
ajasem endapan sedimen
dan sampah
Kapasitas saluran
dan gorong-gorong
lebih kecil dari debit
Jln. Terusan banjir yang terjadi.
3. Pemuda-Jln. 0,4 2,29 3 13 Gorong-gorong
Pemuda terhambat oleh pipa-
pipa kabel sehingga
menghambat aliran
air.
0,
Jln. Dr. Cipto 21% l/f saluran ;Ielf;:tgg
4. Mangunkusu 0,5 4,32 2 13 sedimen SaluI:‘an
mo berada dibawah
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NO.

Lokasi

Besar Genangan

Tinggi

Lama
(Jam)

Luas
(Ha)

Frekwen
si (Per
Tahun)

Penyebab
Genangan/ Banjir

bangunan,
menyulitkan
pemeliharaannya.
Pintu air di
bangunan pengatur
rusak (Kali Kebat).

sehingga

Jln.
Gunungsari

0,3

0,2 3

10

Air tidak masuk ke
saluran
(Grill/Manhole).
Kapasitas saluran
drainase di Jln.
Kartini lebih kecil
dari debit banjir yang
terjadi.

Perumahan
Sukasari

0,5

1,76 2

12

Banyaknya sedimen
di saluran,
mengakibatkan
meluapnya air
saluran.

dari

Perumahan
Cangkring

0,5

12

Banyaknya endapan
sedimen dan sampah
di saluran
pembuangan.

Jln. Merdeka

0,3

13

Saluran berada
dibawah jalan dan
tertutup oleh
sedimen. Air mengalir
di atas permukaan
jalan karena tidak
ada drain inlet dan

manhole.

Kesunean,
Kriyan

0,5

1,5 3

Melimpasnya air dari
Kali Kesunean
melalui pintu  air.
Pada saat banjir
datang bersamaan air
yang dari
permukiman  warga
tidak bisa mengalir
ke Kali Kesunean.

10.

Jln. Buyut

0,3

0,54 1

Kurang besar dan
kurang banyaknya
kapasitas drain inlet;
saluran berada
dibawah trotoar.

11.

Pertigaan Tiga
Berlian

0,3

2,2 5

16

Permukiman warga
berada dibawah
cekungan; Rusaknya
pintu air; Kapasitas
saluran lebih kecil
dari debit banjir yang
terjadi.

12.

Kerta Semboja

0,3

1,2 2

10

Banyaknya endapan
sedimen di saluran;
Saluran ke arah
outlet masih alami,
tertutup oleh sampah
dan rerumputan.

13.

Perumnas
Burung

0,3

1,52 3

16

Kapasitas saluran
lebih kecil dari debit
banjir yang terjadi.

14.

Perumnas
Gunung

12 3

17

Banyaknya endapan
sedimen dan sampah
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Besar Genangan
NoO. Lokasi Tinggi | Luas | Lama Fr.ekwen G Penyebal;) o
(m) (Ha) | (Jam) si (Per enangan/ Banjir
Tahun)
di saluran;
Melimpasnya air dari
sungai Cikalong
15. Perumnas 0.5 1.6 1 18 Melimpaspya air dari
Permata sungai Cikalong
16. ggmm Qriya 1 0,96 3 13 Melimpaspya air dari
iremai sungai Cikalong
Saluran tertutup oleh
rerumputan dan
. pohon pisang;
17. | g Kativasa - | g3 | 0,40 1 6 Masuknya air ke
ggung permukiman warga
melalui saluran
outlet.
Melimpasnya air dari
saluran drainase;
. Rusaknya pintu air;
18. %ln.'Kah 0,3 0,35 0,5 3 Banyakf”lyapendapan
anjung .
sedimen sampah dan
rerumputan di
saluran.
Sumber: Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon
Tahun 2016.

Laut Jawa Laut Jawa

,,,,,,,,,,,,

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun
2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun

2011-203
Gambar 2.6 Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Banjir Peta Kerentanan Banjir
Kota Cirebon Kota Cirebon

2. Kawasan rawan gelombang pasang
Yang termasuk dalam kawasan rawan gelombang pasang air laut
di Kota Cirebon Dberlokasi di Kelurahan Kesenden, Kelurahan

Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan,
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Sumber: Lampiran Perda Nomor 8
Tahun 2012 tentang RTRW Kota
Cirebon Tahun 2011-2031

Gambar 2.8 Gambar 2.9
Peta Bahaya Rob Peta Kerentanan Rob

3. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran di Kota Cirebon meliputi kawasan
perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan,

Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan
Kelurahan Kecapi,

| SR,
' | SR
- e . - - = l/’L \‘['—v
R Sl = 48T
Gambar 2.10 Gambar 2.11
Peta Bahaya Kebakaran Peta Kerentanan Kebakaran
Kota Cirebon Kota Cirebon

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon
Tahun 2011-2031
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2.1.1.3 Demografi

Salah satu aspek yang menjadi prioritas pembangunan saat ini,
yakni pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan atau
demografi, baik dalam menata laju pertumbuhan maupun peningkatan
kualitas penduduk, serta upaya penyediaan sarana dan prasarananya.
Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu
daerah untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam
yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan
kesejahteraan mereka. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi
dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi
kependudukan memiliki posisi strategis dalam penetapan kebijakan. Itu
berarti pembangunan harus memperhatikan dinamika kependudukan
yang sedang terjadi. Pembangunan harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi penduduk. Sesuai Keputusan Walikota Cirebon
Nomor 470/Kep.68.DISDUKCAPIL/2019 tentang Jumlah Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2018 Berdasarkan Database Kependudukan Per
Kelurahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai
Data Dasar Kependudukan Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota
Cirebon per tanggal 31 Desember 2018 adalah 337.586 jiwa. Jumlah
penduduk tersebut terdiri dari 169.139 laki-laki dan 168.447
perempuan yang menempati wilayah Kota Cirebon seluas 37,358 km?2,
sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kota Cirebon adalah
sebanyak79.11 jiwa/km?2.

2.1.1.3.1Distribusi Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 Kecamatan. Pada tahun 2018
sebaran jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Harjamukti
yakni sebanyak 120.486 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling
sedikit berada di kecamatan Pekalipan yaitu 31.680 jiwa. Sedangkan
tingkat kepadatan penduduk tahun 2018, tercatat kecamatan Kejaksan
yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yakni sebesar 33.32
jiwa/km? sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil ada

di kecamatan Harjamukti yakni sebesar 6.83 jiwa/km?2.
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Tabel 2.8
Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Cirebon
Tahun 2018
Luas Jumlah Jumlah Kepadatan
Kecamatan wilayah kelurahan penduduk penduduk
(km?2) (jiwa) (km?2)
Harjamukti 17,615 5 120.486
Lemahwungkuk 6,507 4 59.136
Pekalipan 1,561 4 31.680 20.29
Kesambi 8,059 5 77.322
Kejaksan 3,616 4 48.962 33.32
Kota Cirebon 37,358 22 337.586 79.11

Sumber Data :Disdukcapil tahun 2018

2.1.1.3.2Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kota Cirebon pada tahun 2018 berdasarkan

jenis kelamin terlihat proporsional antara laki-laki dan perempuan

dengan rasio 100,41%. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar

penduduk kota Cirebon laki-laki dan perempuan lebih banyak laki -laki

walaupun perbedaannya tidak begitu banyak.Berdasarkan bentuk

piramida penduduk, terlihat angka kelahiran di kota Cirebon masih

Tabel 2.9

cukup tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Kota Cirebon Tahun 2018

Kelompok Jenis Kelamin Rasio
. . JUMLAH Jenis
Umur Laki-laki | Perempuan K ;
elamin
0-4 13.774 12.579 26.353 109.50
5-9 15.161 14.265 29.426 106.28
10 - 14 15.577 14.676 30.253 106.14
15-19 15.174 14.201 29.375 106.85
20 - 24 14.258 13.902 28.160 102.56
25 -29 13.741 13.143 26.884 104.55
30 - 34 12.621 12.268 24.889 102.88
35-39 14.157 14.011 28.168 101.04
40 — 44 12.580 12.774 25.354 98.48
45 - 49 11.150 11.566 22.716 96.40
50 - 54 9.154 9.799 18.953 93.42
55 - 59 7.255 8.411 15.666 86.26
60 — 64 5.965 6.675 12.640 89.36
65 — 69 4.218 4.429 8.647 95.24
70 - 74 2.138 2.732 4.870 78.26
> 75 2.216 3.016 5.232 73.47
100.41
Jumlah 169.139 168.447 337.586
Sumber: Keputusan Wali Kota Cirebon Tahun Nomor 470/Kep.68-
Disdukcapil/2019
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Gambar 2.12
Piramida Penduduk Kota Cirebon Tahun 2018

Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan

Kelompok Usia
_0_ fre—

i

DI | ID[|D | A
)
' 1 I T T TP T T T

-20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000

Jumlah Penduduk
M Perempuan

| Laki-laki

Sumber: : Keputusan Wali Kota Cirebon Tahun Nomor 470/ Kep.68-Disdulkcapil/2019

2.1.1.3.3Jumlah Penduduk Berdasarkan umur Produktif dan tidak
Produktif

Penduduk Kota Cirebon lebih didominasi oleh kelompok umur
produktif (15-64 tahun), yaitu sebanyak 232.805 orang atau 68,96
persen dan kelompok umur yang tergolong tidak produktif sebanyak
18.749 orang atau 5,55 persen. Dengan adanya demografi ini, Kota
Cirebon diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan
secara sederhana adalah peluang (window of opportunity) yang
dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi
penduduk produktif. Walaupun data menunjukan 68,96 persen dari
total jumlah penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia
produktif), namun kualitasnya perlu terus ditingkatkan, sehingga
mampu bersaing di pasar kerja di Kota Cirebon.

Tabel 2.10

Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur Produktif dan
Tidak Produktif Tahun 2014-2018

Kelompok 2014 2015 2016 2017 2018
Umur L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0-14 41.134 38.513 41.364 38.867 41.750 38.687 38.724 36.581 44,512 41.520
15-64 106.256 | 105.863 | 106.843 106.351 107.834 106.351 110.703 109.765 116.055 116.750
65 + 5.972 8.161 6.021 8.228 6.093 8.228 7.676 9.876 8.572 10,177
Jumlah 153.362 | 152.537 | 154.228 153.266 155.677 153.266 157.103 156.222 169.139 168.447
L+P 305.899 307.494 310.486 313.325 337.586
Sumber : BPS Kota Cirebon, 2014-2018
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan
olahraga.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per Kapita,
Indeks Gini, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan
Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka
kriminalitas.
2.1.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu
indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam
suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga
berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga
konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar
penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari
lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kota Cirebon berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK
2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada
tahun 2017 tercatat sebesar Rp14,88 triliun, meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar Rpl14,06 triliun. Secara kumulatif peningkatan
PDRB ADHK 2010 dari tahun 2013 ke tahun 2017 mencapai Rp3,02
triliun rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan-
kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung
terhadap kondisi perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan ekonomi
dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukan peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mencapai 4,90 persen dan
pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,79 persen.

Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB dapat dilihat
bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi pada kategori/sektor
komunikasi dan informasi sebesar 11,04 persen, penyediaan
akomodasi dan makan minum 7,46 persen, jasa pendidikan 7,93
persen, jasa kesehatan 7,39 persen dan jasa lainnya sebesar 8,73

persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 II -24



Pemenintat Doenat Rota (inebon

Tabel 2.11

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun
i M 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 | Pertanian, kehutanan | 4 g53 35 41.878,73 42.132,86 43.817,59 44.453,17
dan perikanan
2 |Pertambangan  dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penggalian
3 | Industri pengolahan 1.247.368,06 1.326.872,82 1.381.191,23 1.442.001,10 1.507.112,34
4 gzggadaanhsmkdan 144.669,20 140.004,55 128.774,86 128.395,30 128.122,66
S | Pengadaan air,
pengelolaan sampah, | 35 574 34 34.866,01 36.246,81 38.189,32 39.573,91
limbah dan daur
ulang
6 | Konstruksi 1.261.992,69 | 1.315.045,00 | 1.385.934,80 | 1.448.557,16 | 1.512.987,04
7 | Perdagangan  besar
dan eceran, reparasi| g g55 891 67 | 4.145.048,18 | 4.345.967,41 | 4.590.626,35 | 4.852.013,28
mobil dan sepeda
motor
8 | Transportasi dan| 4 548.840,02 | 1.301.798,70 | 1.374.937,99 | 1.439.103,96 | 1.512.468,66
pergudangan
9 | Penyediaan
akomodasi dan| 570.451,57 605.760,47 647.941,69 699.309,34 751.460,76
makan minum
10 | Informasi dan | 564 549 88 657.988,81 762.120,06 865.765,10 961.310,02
komunikasi
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Tahun
No.| Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
11 ig‘iﬁanieiuangan dan | 4 304.104,45 | 1.327.021,14 | 1.398.222,82 | 1.481.143,91 | 1.560.624,53
12 | Real estate 113.626,05 | 118.370,64 | 124.54544 | 131.975,14 | 139.619,02
13 | Jasa perusahaan 99.816,91 105.629,30 | 112.689.07 | 120.427,37 | 128.773,74
14 | Administrasi
pemerintahan, 446.292,94 480.416,24 493.758,97 516.120,59 531.776,36
pertanahan dan
jaminan sosial wajib.
15 | Jasa pendidikan 364.325,77 | 407.652,07 | 445.971,08 | 479.679,31 | 517.693,99
16 | Jasa kesehatan dan| 55551197 | 261.906,78 | 292.709,13 | 315.916,00 | 339.25331
kegiatan sosial
17 | Jasa lainnya. 247.416,08 | 270.060,05 | 296.099,18 | 321.768,61 | 349.852,20

Produk Domestik Regional

Bruto

11.863.884,92

12.541.219,47

13.269.243,42

14.062.796,14

14.877.095,00

Sumber: PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017, BPS, 2018
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Tabel 2.12

Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

L Usah Tahun
sl B 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
Pertanian, kehutanan dan | .4 353 7 53.250,12 57.419,42 62.778,11 64.957,14
Perikanan
Pertambangan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penggalian
Industri pengolahan 1.402.473,94 1.607.993,11 1.762.892,02 1.902.030,65 2.032.061,04
Pengadaan listrik dan gas 153.960,51 154.795,59 161.420,05 163.502,80 169.814,65
Pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur 36.102,45 37.731,39 41.406,98 47.454,96 50.226,81
ulang
Konstruksi 1.418.263,46 1.588.957,17 1.764.717,44 1.881.969,72 2.009.191,76
Perdagangan besar dan
eceran; Reparasi mobil dan | 4.609.943,42 4.907.718,43 5.319.098,55 5.730.657,94 6.264.887,71
sepeda motor
Transportasi dan | 486.152,53 1.680.533,57 1.973.944,80 | 2.118.832,83 | 2.302.347,37
pergudangan
Penyediaan akomodasi dan | g, 977 39 769.183,01 858.892,19 948.709,22 1.047.870,53
makan minum
Informasi dan komunikasi 572.660,40 648.536,94 750.511,80 853.508,63 965.006,84
Jas keuangan dan asuransi 1.492.527,90 1.598.702,71 1.764.990,47 1.936.123,28 2.133.561,37
Real estate 115.706,6 137.165,05 149.045,36 159.994,90 172.159,19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 II -27




Pemeniatat Doenate Rota (inebon

Bruto (PDRB)

L Usah Tahun
apangan Usana 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
Jasa perusahaan 102.817,0 128.653,02 142.574,74 153.954,98 167.472,68
Administrasi
pemerintahan, pertahanan 525.297,5 617.008,98 670.852,61 728.537,11 760.780,70
dan jaminan sosial wajib
Jasa pendidikan 362.939,7 496.433,62 576.333,36 634.340,62 703.664,47
Jasa ~ kesehatan dan| ;g g6 296.640,12 353.891,64 397.156,45 439.181,35
kegiatan sosial
Jasa lainnya 252.031,5 314.548,39 355.888,62 403.812,00 456.499,34
Produk Domestik Regional |, yg4 555 7 15.037.851,20 | 16.703.880,15 | 18.123.364,19 | 19.739.682,96

Sumber: PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 3013-2017, BPS, 2018

Tabel 2.13

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

- < h Tahun

o apangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 7 9 11
1. | Pertanian, kehutanan dan perikanan 0,36 0,35 0,34 0,35 0,33
2. | Pertambangan dan penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. | Industri pengolahan 10,30 10,69 10,55 10,49 10,29
4. | Pengadaan listrik dan gas 1,13 1,03 0,97 0,90 0,86
5. | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 0.27 0.25 0.25 0.26 0.25

ulang
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h Tahun
No-. Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 7 9 11
6. | Konstruksi 10,42 10,57 10,56 10,38 10,18
7. | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 33,87 32,64 31,84 31,62 31,74
sepeda motor
8. | Transportasi dan pergudangan 10,92 11,18 11,82 11,69 11,66
9. | Penyediaan akomodasi dan makan minum 5,01 5,11 5,14 5,23 5,31
10. | Informasi dan komunikasi 4,21 4,31 4,49 4,71 4,89
11. | Jasa keuangan dan asuransi 10,96 10,63 10,57 10,68 10,81
12. | Real estate 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87
13. | Jasa perusahaan 0,84 0,86 0,85 0,85 0,85
14. AdITllnlStI".aSI pemerintahan, pertahanan dan jaminan 3.95 4,10 4,02 4,02 3.85
sosial wajib
15. | Jasa pendidikan 3,03 3,30 3,45 3,50 3,56
16. | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,76 1,97 2,12 2,19 2,22
17. | Jasa lainnya 2,04 2,09 2,13 2,23 2,31
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017, BPS, 2018
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2.1.2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan
suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang
dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tanpa
adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi suatu

daerah/wilayah kurang bermakna (Meier,1995).

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di
Kabupaten/Kota Ciayumajakuning terlihat cukup bervariasi. Laju
pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kawasan Ciayumajakuning
adalah Kota Cirebon. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
terendah yaitu Kabupaten Kuningan. Pertumbuhan ekonomi Kota
Cirebon mampu meningkatkan kontribusi Ciayumajakuning

walaupun di tahun 2013 sempat mengalami perlambatan ekonomi.

Perekonomian Kota Cirebon tahun 2017 sedikit mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 menurut lapangan
usaha sebesar 5,79 persen mengalami perlambatan dibanding tahun
2016 yang mencapai 5,98 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,04
persen. Sebagian besar kategori ekonomi lapangan usaha yang lain

pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat
pertumbuhan yang positif, diantaranya jasa lainnya sebesar 8,73
persen; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,39
persen; kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman
sebesar 7,46 persen; kategori jasa pendidikan sebesar 7,93 persen;
kategori jasa perusahaan sebesar 6,93 persen; kategori real estate

sebesar 5,79 persen; kategori jasa keuangan dan asuransi 5,37
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persen; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor sebesar 5,69 persen; kategori transportasi dan
pergudangan 5,10 persen; kategori industri pengolahan 4,52 persen;
kategori konstruksi 4,45 persen; kategori pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,63 persen; kategori
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
sebesar 3,03 persen; dan kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan sebesar 1,45 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Jawa Barat maupun Nasional, perekonomian Kota Cirebon pada
tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79 persen, sedikit
mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 5,98 persen.
Namun demikian, angka tersebut masih di atas pertumbuhan

ekonomi Jawa Barat sebesar 5,29 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa
Barat, dan Kota Cirebon tahun 2013-2017 dapat dilihat dari gambar

berikut ini:

7
° rd
c > Ve
g 4
8 3
2
1
0
2013 2014 2015 2016 2017
m Nasional 5,78 5,02 4,88 5,02 5,07
M Jawa Barat 6,33 5,09 5,04 5,67 5,29
W Kota Cirebon 4,9 5,71 5,8 5,95 5,79

Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi Jawa Barat, 2018
Gambar 2.13

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat
dan Kota Cirebon Tahun 2013-2017
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Gambar di atas menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 mengalami sedikit penurunan
apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Hal ini
dikarenakan masih melemahnya perekonomian global maupun
nasional, terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah

tangga seiring dengan masih melemahnya daya beli masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 II -32



Pemeniatat Doenate Rota (inebon

Tabel 2.14

dan Proyeksi Tahun 2018

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Persen)

N L Usah Tahun
o: apangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 | *)2018
1 2 3 4 5 6 7 9
1. | Pertanian, kehutanan dan 2,65 0,13 0,61 4.00 1,45 0,98
perikanan
2. | Pertambangan dan penggalian - - - - - -
3. | Industri pengolahan 4. 77 6,37 4.09 4.40 4,52 4.30
4. | Pengadaan listrik dan gas 9,23 (3,22) (8,02) (0,29) (0,21) (1,33)
S. | Pengadaan air, pengelolaan 3,51 3,85 3,96 5,36 3,63 3,29
sampah, limbah dan daur ulang
6. | Konstruksi 5,91 4,20 5,39 4,52 4,45 4,21
7. | Perdagangan besar dan eceran, 3,63 4.89 4.82 5,63 5,69 3,81
reparasi mobil dan sepeda motor
8. | Transportasi dan pergudangan 2,50 4,24 5,62 4,67 5,10 3,56
9. | Penyediaan akomodasi dan 5,87 6,19 6,96 7,93 7,46 5,05
makan minum
10. | Informasi dan komunikasi 1,76 16,55 15,83 13,60 11,04 8,08
11. | Jasa keuangan dan asuransi 12,41 1,76 5,37 5,93 5,37 4,73
12. | Real estate 4,55 4,18 5,22 5,97 5,79 3,89
13. | Jasa perusahaan 5,43 5,82 6,68 6,87 6,93 4,82
14. | Administrasi pemerintahan, (1,31) 7,65 2,78 4,53 3,03 3,03
pertahanan dan jaminan sosial
wajib
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N L Usah Tahun
o: apangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 | *)2018
1 2 3 4 5 6 7 9
15. | Jasa pendidikan 8,35 11,89 9,40 7,56 7,93 7,18
16. | Jasa kesehatan dan kegiatan 6,90 17,86 11,76 7,93 7,39 8,43
sosial
17. | Jasa lainnya 5,06 9,15 9,64 8,67 8,73 6,12
Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon 4,90 5,71 5,81 5,98 5,79 4,51
Jawa Barat 6,33 5,09 5,04 5,67 5,29 -
Nasional 5,56 5,01 4,88 5,02 5,07 -

Sumber: PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017, BPS, 2018

*) Proyeksi, DKIS - BPS, 2017
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Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam periode tahun 2014-2017,
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon selalu berada di atas rata-
rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.
Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami
pelambatan dari 5,98 persen tahun 2016 menjadi 5,79 pada tahun
2017.

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa
Barat, Kota Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang
dimilikinya, mengingat Kota Cirebon menjadi salah satu poros
kegiatan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning dan menjadi tolok
ukur bagi wilayah disekitarnya. Berdasarkan data laju pertumbuhan
ekonomi Kota Cirebon memiliki kecenderungan untuk terus
meningkat hampir di seluruh sektor, kecuali pada sektor pertanian
sebagai akibat adanya perubahan peruntukan lahan dari lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal itu menunjukan
perkembangan ekonomi Kota Cirebon yang bersifat progresif sesuai
dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah Kota
Cirebon ke depan perlu dengan tepat menerapkan sekaligus mengelola
kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan
yang diterapkan harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan
kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam
upaya pengembangan perekonomian Kota Cirebon ke depan
diperlukan kajian dan inovasi daerah terkait dengan pertumbuhan

perekonomian Kota Cirebon.

Gambar berikut merupakan perbandingan atau komparasi antara
pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin Kota

Cirebon dalam lima tahun terakhir.
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Sumber: Data Kemiskinan Kab./Kota di Jawa Barat, BPS.

Gambar 2.14

Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase
Penduduk Miskin Kota Cirebon Tahun 2013-2018

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukan bahwa
variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon mempunyai korelasi
yang lemah terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Untuk
itu, strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon
harus ditingkatkan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh

warga masyarakat.

Selanjutnya, pada gambar berikut disajikan komparasi antara
pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terbuka di Kota Cirebon
dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan gambar
tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon
tidak serta merta mampu menurunkan persentase pengangguran
terbuka, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang
lebih memperhatikan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga

kerja melalui penciptaan lapangan kerja yang padat karya.
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Sumber: Indikator Makro Kota Cirebon 2013-2017, BPS
Gambar 2.15

Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Terbuka di Kota Cirebon Tahun 2013-2018

2.1.2.2.2 Laju Inflasi

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu
indikator penting dalam menunjukan kinerja perekonomian suatu
daerah. Tinggi rendahnya tingkat harga belum tentu mencerminkan
perekonomian yang memburuk atau membaik. Fluktuasi dari
perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai inflasi,
dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami
tekanan atau perbaikan. Inflasi yang moderat dan tidak berfluktuasi
tinggi menunjukan perkembangan perekonomian yang membaik dan
direspon secara wajar oleh pelaku ekonomi, sebaliknya inflasi yang
berfluktuasi dalam skala yang tinggi dapat menjadi indikator
perekonomian sedang menunjukan adanya permasalahan (schok).
Laju inflasi Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir
mengalami fluktuasi. Inflasi tahun 2013-2015 mengalami penurunan
dari 7,86 persen tahun 2013 menjadi 1,87 persen pada tahun 2016
dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 4,36 persen.

Tabel 2.15
Laju Inflasi Bulanan Kota Cirebon Tahun 2013-2017

No. Bulan il
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1. | Januari 0,6 0,68 -0,13 0,50 0,84
2. | Pebruari 0,58 0,37 -0,44 -0,26 0,43
3. | Maret 1,7 0,42 -0,39 0,05 -0,12
4. | April -0,58 0,26 0,40 -0,14 0,40
S. | Mei -0,23 0,02 0,68 0,27 0,64
6. | Juni 1,4 0,33 0,31 0,56 0,78
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7. | Juli 3,24 0,53 0,92 0,24 0,94
8. | Agustus 1,42 0,91 -0,06 -0,10 -0,28
9. | September -0,56 0,39 -0,27 0,28 -0,14
10. | Oktober -0,12 0,81 0,10 0,10 0,07
11. | Nopember 0,05 1,00 0,17 0,30 0,16
12. | Desember 0,7 1,78 0,27 0,06 0,56
Inflasi Tahunan 7,86 7,08 1,56 1,87 4,36

Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2013-2017, BPS-DKIS
Berdasarkan data di atas, maka dapat digambarkan bagaimana
kenaikan dan penurunan inflasi bulanan Kota Cirebon seperti yang

terantum pada grafik dibawah ini
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Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2013 s.d 2017, BPS-DKIS.
Gambar 2.16

Inflasi Bulanan Kota Cirebon
Tahun 2013-2017
Inflasi yang terlihat sangat fluktuatif terjadi pada tahun 2013,

terlihat tingkat inflasi pada bulan Maret dan Juli mengalami kenaikan
yang ukup signifikan dibanding tahun-tahun berikutnya. Sedangkan
pada tahun 2014-2017, pergerakan grafik inflasi Kota Cirebon cukup

stabil antara -0,5 sampai 1,78 persen.

Tabel 2.16

Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 2 4 5 6 7 8
1. | Inflasi 7,86 7,08 1,56 1,87 4,36
2. |THKY¥ 149,78 | 117,11 | 118,94 | 124,36 | 126,44
Sumber: BPS Kota Cirebon, 2018
Tabel di atas memperlihatkan perkembangan inflasi di Kota

Cirebon yang cenderung berfluktuasi dibawah 2 digit (dibawah 10
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persen). Selama waktu periode tersebut, inflasi tertinggi terjadi pada
tahun 2013 sebesar 7,86 persen dan terendah pada tahun 2015
sebesar 1,56 persen.

Berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota
Cirebon, menunjukan adanya korelasi yang negatif. Hubungan negatif
ini menunjukan kenaikan inflasi akan berpotensi menurunkan
pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya terdapat kemungkinan
melambatnya pertumbuhan akan berdampak terhadap kenaikan

harga-harga.

g 7.86
; )\Q)s
5,92 58 598 5,79
2 Lo WaYal \ 4’3}
3% ¢ \ e
g \ 15 18
1
0
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Sumber: Analisa Data Statistik dalam Menunjang, DKIS.
Gambar 2.17

Komparasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kota CirebonTahun 2012-2017

Salah satu indikator perkembangan perekonomian Kota Cirebon
dapat dilihat dari perkembangan inflasi. Inflasi merupakan salah satu
indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika
perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat
dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat Kota
Cirebon.

Perkembangan inflasi kota Cirebon tahun 2013-2016 cenderung
fluktuatif. pada tahun 2013 dan 2014 inflasi di Kota Cirebon berada
pada titik tinggi dengan nilai inflasi pada kisaran 7,08% dan 7,86%.
Sementara pada tahun 2015 inflasi di Kota Cirebon mengalami
penurunan menjadi 1,56%, sedangkan pada tahun 2016 mengalami
kenaikkan kembali tetapi relative kecil yaitu sebesar 0,31%. Namun
demikian angka ini masih berada di bawah nilai inflasi Jawa Barat
dan Nasional.

Tingginya inflasi Kota Cirebon tahun 2013 dan 2014 terutama
disebabkan oleh pengaruh kenaikan harga BBM Bersubsidi dan
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dampak gejolak harga pangan domestik sampai dengan akhir tahun
2014. Kenaikan harga BBM Bersubsidi telah mendorong kenaikan
harga-harga, baik berdampak langsung maupun tidak langsung.
Selain BBM, penyesuaian harga barang lainnya juga terjadi pada Tarif
Dasar Listrik (TDL) dan LPG. Pada tahun 2017 terjadi penurunan dari
angka 1,87 persen pada tahun 2016 menjadi 0,56 persen pada tahun
2017.
Tabel 2.17

Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
dan Nasional Periode 2013-2016

Tingkat Inflasi (%) 2013 2014 2015 2016 2017

1 Kota Cirebon 7,86 7,08 1,56 1,87 0,56
Provinsi Jawa Barat 9,15 7,41 2,73 2,75 0,56
Nasional 8,38 8,36 3,36 3,02 0,71

Sumber : Profil Kota Cirebon 2016, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat dan
Bank Indonesia.

2.1.2.2.3 PDRB Per Kapita
Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
adalah pendapatan per kapita. Nilai Pendapatan per kapita diperoleh
dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan
jumlah  penduduk pada pertengahan tahun. Selengkapnya,
pendapatan per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.18

PDRB Per Kapita Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 |PDRB per Kapita (Juta Rp) 45,11 | 49,37 | 54,32 58,37 63,00
2 |Pertumbuhan PDRB per Kapita | 9,74 9,44 10,02 4,96 4,83

Sumber : PDRB Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2013-2018

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa PDRB per Kapita Kota
Cirebon terus mengalami kenaikan selama kurun waktu tahun 2013-
2017. Pada tahun 2013 mencapai 45,11 juta rupiah dan angka ini
terus meningkat menjadi 49,37 juta rupiah tahun 2014, pada tahun
2015 tumbuh menjadi 54,32 juta rupiah, pada tahun 2016 tumbuh
menjadi 58,37 juta rupiah dan pada tahun 2017 tumbuh menjadi
63,00 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB kota Cirebon mengalami
peningkatan sebesar 4,63 persen pada tahun 2017.
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2.1.2.2.4 Indeks Gini

Pembangunan daerah ditujukan dalam rangka peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila peningkat tidak diiringi
dengan pemerataan, maka akan menimbulkan fenomena ketimpangan
Indikator yang

ketimpangan pendapatan adalah Gini

wilayah. sering digunakan untuk mengukur

Ratio, Indeks Williamson
dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator yang
paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva

yang
dengan

Lorenz. Yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif

membandingkan variabel distribusi tertentu
distribusiUniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif pend
uduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran O (nol) dan
1 (satu)Nilai O (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat
pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka
semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau
semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok
penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini
bernilai O (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara
Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar
penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan
seperti berikut Susanti dkk. Indikator-

Indikator Makro Ekonomi. LPEM-FEUI. 1995) :

kriteria (Hera

. GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

. 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moder
at)

. GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Tabel 2.19

Indeks Gini Rasio Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Tingkat Inflasi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 |Kota Cirebon 0,38 0,40 0,41 0,41 0,41
2 | Provinsi Jawa Barat 0,40 0,40 0,43 0,40 0,39
Sumber : BPS Jawa Barat
*) angka Proyeksi Sementara,DKIS-BPS Kota Cirebon
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Gini rasio Kota Cirebon Tahun 2014-2017 terlihat tidak
mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pada tahun 2014
sebesar 0,40 mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar
0,38. Dari angka gini rasio tersebut dapat digambarkan bahwa Kota
Cirebon pada tahun 2017 termasuk wilayah yang memiliki
ketimpangan pendapatan kategori sedang (0,4 < Gini Ratio < 0,5)
pada tahun 2017.

2.1.2.2.5 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson merupakan indeks untuk mengukur tingkat
ketimpangan pembangunan antar wilayah Williamson mengemukakan
model VW (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah
penduduk) dan VUW (tidak tertimbang atau un-weightedindex) untuk
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah
pada waktu tertentu. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson
ditunjukkan oleh angka O sampai angka 1 atau 0 < VW < 1. Jika
indeks Williamson semakin mendekati angka O maka semakin kecil
tingkat ketimpangan wilayah dan jika indeks Wlliamson semakin
mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan wilayah.

Nilai indeks Williamson Kota Cirebon tahun 2017 belum
dilakukan  perhitungan sehingga bisa disimpulkan bahwa

ketimpangan wilayah di Kota Cirebon belum dapat diketahui.

2.1.2.2.6 Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan  pendekatan  ini, kemiskinan  dipandang  sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan
(GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk
miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai
pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan

2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar
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makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian,
ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-
buahan, minyak dan lemak, dll), sedangkan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar
non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47
jenis komoditi di pedesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1),
merupakan wukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis
kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis
Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.20
Data Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2016-2018

Tahun
Uraian

2016 2017 2018
EI(;,(l)r(r)l)lah Penduduk Miskin 30,15 30,19 28.03
?%"sentase Penduduk Miskin 9,73 9,66 8.88
Indeks Kedalaman
Kemiskinan P1 1,86 1,56 0.99
Indeks Keparahan
Kemiskinan P2 0,49 0,43 0.19
Garis Kemiskinan
(Rp/Kap/bulan) 373.866 | 334.427 426.738

Sumber : Portal BPS Provinsi Jawa Barat, http://jabar.bps.qgo.id

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah penduduk miskin
Kota Cirebon tahun 2017 sebesar 30.190 jiwa atau sekitar 8,94
persen dari total jumlah penduduk yang ada. Jumlah ini sedikit
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 30.150
jiwa. Garis kemiskinan kota Cirebon Tahun 2016 sebesar 373.866
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rupiah per bulan dengan indeks keparahan kemiskinannya sebesar
0,49.

2.1.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur
kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Melek Huruf (AMH),
Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka
pendidikan yang ditamatkan, dan Rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.3.1 Angka Melek huruf (AMH)

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu
pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku umumnya diperoleh di
lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Melalui pendidikan,
individu akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri guna
mancapai kehidupan yang lebih baik. Angka Melek Huruf merupakan
salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendidikan
penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca
tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk
yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan
keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun
tulisan. Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kota Cirebon
dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Angka Melek Huruf Kota Cirebon Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Angka Melek Huruf
(AMH)% 97,06 | 97,44 | 98,24 | 98,32 | 97 4

Sumber : BPS Kota Cirebon, yang dikelola SIPD

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa datang.Tujuan dari harapan lama sekolah untuk mengetahui
kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan
dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah di kota Cirebon

pada tahun 2017 mencapai 13,15 tahun. Ini berarti harapan lama
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sekolah penduduk kota Cirebon masih sampai ke jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Adanya peningkatan dari tahun ke tahun,
bahkan tahun 2017 HLS Kota Cirebon berada diatas rata-rata Jawa

barat (12,42 tahun) dan di atas rata-rata nasional (12,72 tahun).

2.1.2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk
menempuh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator
ini menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyelesaikan
pendidikan yang tamatkan sampai jenjang pendidikan tertentu. Rata-
rata lama sekolah di Kota Cirebon pada tahun 2017 sebesar 9,96 yang
berarti pada tahun 2017 penduduk kota Cirebon mampu
menamatkan pendidikannya antara 9 tahun atau sampai jenjang
pendidikan SMP dan atau memasuki jenjang pendidikan SMA kelas
10. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar 0,09 tahun. Dari tabel terlihat, bahwa RLS Kota Cirebon
sudah berada di atas Jawa Barat (8,14 tahun), sehingga rata-rata

tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon sudah semakin baik.

Tabel 2.22

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017

Rata-rata Lama
Sekolah (tahun) 9,33 9,53 9,76 9,87 9,96
Rata-rata Lama

Sekolah Jawa Barat 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14
Sumber : Statistik Daerah Jawa Barat, BPS yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhapat
jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Cirebon pada tahun
2018 untuk tingkat SD/MI sebesar 130,66 persen, tingkat SMP/MTs
sebesar 151,91 persen sementara tingkat SMA/SMK/MA belum ada
datanya. Angka tersebut merupakan angka terbesar selama kurun
waktu 5 (lima) tahun. Untuk tingkat SD/MI mengalami peningkatan

sebesar 19,29 persen dari tahun sebelumnya dan untuk tingkat
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SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 11,98 persen. Data
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon
Tahun 2014-2018

Angka Partisipasi
Kasar 2014 2015 2016 2017 2018
(APK) %
SD/MI 94.97 106,04 | 110,54 111,37 130,66
SMP/MTs 94.95 115,28 | 119,15 139,93 151,91
SMA/SMK/MA 103.65 | 111,08 | 120,88 n/a n/a

Sumber : Profil Pendidikan Kota Cirebon 2017.

2.1.2.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah salah satu indikator
pendidikan yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu
kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai
dengan kelompok wumurnya. Angka Partisipasi Murni (APM)
merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang
sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan
usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah
tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan
penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan
usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah
pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Selain itu APM juga
digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat
bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak wusia sekolah dapat
bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%. Angka
Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs, merupakan
indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12
yang memperoleh pendidikan di SD/MI atau menunjukkan jumlah
penduduk kelompok usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di
SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/SMK, merupakan
indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18
yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK.

APM Kota Cirebon pada tahun 2018 untuk jenjang SD/MI
sebesar 94,85 persen dan SMP/MTs sebesar 71,91 persen. Sedangkan
untuk APM tingkat SMA/SMK/MA sedikit lebih rendah yaitu 65,93
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persen. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program dan
kegiatan yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan hingga
jenjang SMA. Angka capaian pada tahun 2018 cenderung mengalami
penurunan, pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan
sebesar 1,66 persen dari tahun 2017, pada jenjang pendidikan
SMP/MTs turun sebesar 10,81 persen, sedangkan untuk tingkat
SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar
10,23 persen. data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Angka Partisipasi Murni Kota Cirebon
Tahun 2014-2018

Angka
Partisipasi | 54,4 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Murni
(APM) %
SD/MI 94,11 | 94,70 | 97,12 | 96,51 | 94,85
SMP/MTs 78,13 | 82,42 | 83,12 | 82,72 | 71,91
SMA/SMK/MA | 64,02 | 60,72 | 55,70 | n/a | 65,93

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon tahun 2013-2017, BPS.

2.1.2.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga Kota Cirebon dapat dilihat dari

dua aspek yaitu: aspek kebudayaan dan aspek olahraga.

2.1.24.1

Seiring dengan dinamika

Aspek Kebudayaan
interaksi masyarakat dunia yang

semakin meningkat dalam era globalisasi, maka aspek-aspek

kebudayaan yang dimiliki daerah perlu dilestarikan agar tidak
kehilangan karakter dan jati diri. Analisis aspek kebudayaan di Kota
Cirebon dapat dilihat dari salah satu indikator jumlah grup kesenian

dan jumlah gedung kesenian.

Tabel 2.25

Jumlah Kesenian di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
J umla.h gedung 1 1 1 1 1
kesenian
Jumlah sanggar | ¢ 141 148 135 137
seni
Jumlah 36 24 31 22 21
penyelenggaraan
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Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
festival seni dan
budaya
Sumber : Disbudpora Kota Cirebon tahun 2018

Jumlah kesenian tersebut meliputi jenis seni musik, seni tari,
seni drama, seni rupa, seni lukis, dengan jumlah kelompok/organisasi
kesenian sejumlah 206 kelompok. Kesenian yang menjadi tradisi dan
ciri khas di Kota Cirebon antara lain tari topeng, sintren, kesenian

gembyung, lukisan kaca dan batik mega mendung.

2.1.2.4.2 Aspek Olahraga

Kedudukan olahraga sangat berperan penting dalam
pengembangan nilai-nilai sosial. Olahraga merupakan kegiatan di
bidang kesehatan, rekreasi dan prestasiyang penuh interaksi antar
individu. Olahraga dalam aktivitasnya mempengaruhidan membentuk

karakter individu dan kelompok sehingga menciptakan suatunorma

kebudayaan.
Tabel 2.26
Jumlah Organisasi dan Gedung Olah Raga di Kota Cirebon Tahun
2013-2017
Uraian 2013 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Jumlah klub olah 4 5 4 93 93

raga

Jumlah gedung olah 14 14 14 16 16

raga

Sumber : Disbudpora Kota Cirebon tahun 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat
dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib
pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan
pemerintah.
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui pengukuran
kinerja atas indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib
pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat yang
terdiri dari 26 urusan, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan
pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan
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perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
sosial, ketenagakerjaan, Lkoperasi dan usaha kecil menengah,
penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan

informatika, perpustakaan.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting
dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta
memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur.Gambaran umum
kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat

dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui
cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah
dan menggambarkan jumlah anak kelompok wusia tertentu yang
sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang
ditempuh. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya
serap lembaga pendidikan terhadap penduduk wusia sekolah dan
sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada
pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan
persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur
tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap sistem
pendidikan Nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini
tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun
jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak
saja bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga termasuk bersekolah
di jalur non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara
SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA. Berikut Angka
Partisipasi Sekolah di Kota Cirebon tahun 2012-2015 dan 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2020 II -51



% Pemeniutats Doenat Rota (inebon

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia di Kota
Cirebon Tahun 2012-2015 dan 2018

No. | Kelompok | o, 5 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018
Umur

1. 7-12 98,30 | 99,72 | 98,76 | 99,10 | 99,64

2. 13-15 94,76 | 91,34 | 96,00 | 97,88 | 91,54

3. 16— 18 61,71 | 61,02 | 75,71 | 69,81 | 76,91

7. 19— 24 21,03 | 27,20 | 27,66 | 22,57 | n/a

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel di atas menggambarkan bahwa penduduk usia 7-15 tahun
di Kota Cirebon secara umum sudah dapat menikmati layanan
pendidikan secara merata. Kelompok usia 7-12 tahun (jenjang SD)
sudah mencapai 99,10 persen dan untuk kelompok usia 13-15
(jenjang SMP) tahun mencapai 97,88 persen. Sementara untuk
kelompok usia 16-18 tahun (jenjang SMA) yang memperoleh akses
layanan pendidikan mencapai 69,81 persen dan kelompok usia 19-24
tahun (jenjang perguruan tinggi) bar mencapai 22,57 persen.
Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia 16-18
tahun dan 19-24 tahun, dapat diartikan bahwa setelah lulus pada
jenjang pendidikan SMP/SMA banyak yang tidak melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentunya banyak
faktor yang mempengaruhinya, antara lain kondisi ekonomi keluarga
yang memaksa mereka untuk bekerja membantu kehidupan orang

tua/keluarga, putus sekolah, dan lain-lain.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar

dan Menengah

Dalam upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota
Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus
berupaya untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai, baik
melalui  penambahan ruang kelas, rehabilitasi bangunan
sekolah/ruang kelas berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Tabel berikut menggambarkan rasio ketersediaan gedung/
bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan

jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.
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Tabel 2.28

Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2013 - 2017

No. Indikator 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
A. | Pendidikan
Dasar

1. | Jumlah

Penduduk Usia | 39.095 | 33.583 | 33.583 | 35.025 | 36.983
7-12 tahun
Jumlah

bangunan SD/ | 183 182 183 183 183
MI (unit)
Rasio 213,6 | 184,52 | 183,51 [ 191,39 | 202,09

2. | Jumlah
Penduduk Usia | 15.046 | 18.692 | 18.692 | 15.750 | 19.237
13-15 tahun
Jumlah

bangunan 53 53 54 54 54
SMP/MI (unit)
Rasio 283,89 | 352,68 | 346,15 | 291,67 | 356,24

B. | Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
1. | Jumlah 15.102 | 15.504 | 15.504 | 16.333 | 30.314
penduduk usia
16-18 tahun

2. | Jumlah 58 60 59 58 60
bangunan
sekolah (unit)
3. | Rasio 260,38 | 258,4 | 262,78 | 281,60 | 338,57
Sumber: BPS Kota Cirebon, 2018.

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio guru terhadap siswa yang
mengajar di Sekolah Dasar dalam lima tahun terakhir sebesar 19 yang
artinya satu guru SD/MI rata-rata mengajar 19 orang siswa. Pada
jenjang SMP/MTs, rata-rata 1 orang guru mengajar siswa SMP
berkisar antara 16-17 orang, dan untuk guru SMA/SMK/MA rata-rata

satu orang guru mengajar 12-13 orang siswa.

3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Perbandingan jumlah guru dan murid yang mengajar di
jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kota

Cirebon, dirinci pada tabel berikut.
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Tabel 2.29

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2013-2017

Tahun
2013 | 2014 | 2015 [ 2016 | 2017

No. Indikator

A. | Pendidikan Dasar

1. [Jumlah Guru|2.159 | 2.124 [ 2.104 | 2.08 | 2.148
SD/MI 7
Jumlah murid | 42.45 | 42.00 | 41.67 | 41.1 | 41.26
SD/MI 2 1 0 65 2
Rasio 19,66 | 19,77 | 19,81 | 19,7 | 19,21
2
2. [Jumlah Guru| 1.354 | 1.340 | 1.314 | 1.39 | 1.386
SMP/ MTs 2
Jumlah murid | 21.23 | 22.40 | 23.19 | 23.5 | 23.31
SMP/ MTs 2 1 9 04 4
Rasio 15,68 | 16,72 | 17,66 | 16,8 | 16,82
9

Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Jumlah Guru | 1.905| 1.909 | 1.833 | 1.910 | 1.926
SMA/ SMK/MA
Jumlah murid | 23.38 | 23.20 | 22.94 | 24.51 | 26.27
SMA/ SMK/MA 2 6 2 7 3
Rasio 12,27 | 12,16 | 12,52 | 12,84 | 13,64
Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2017, BPS — DKIS,

yang dikeloladalam SIPD.

w W

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio guru terhadap siswa yang
mengajar di Sekolah Dasar dalam lima tahun terakhir sebesar 19 yang
artinya satu guru SD/MI rata-rata mengajar 19 orang siswa. Pada
jenjang SMP/MTs, rata-rata 1 orang guru mengajar siswa SMP
berkisar antara 16-17 orang, dan untuk guru SMA/SMK/MA rata-rata
satu orang guru mengajar 12-13 orang siswa.

4. Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik, Rusak Berat, Rusak
Sedang, dan Rusak Ringan Jenjang SD dan SMP

Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses untuk memperoleh
pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah, diperlukan
ketersediaan dan kecukupan ruang kelas untuk proses pembelajaran.
Pada tahun 2017, untuk jenjang SD terdapat 1.206 ruang kelas yang
terdiri dari ruang kelas kondisi baik sebanyak 252 ruang kelas,
kondisi rusak ringan 541 ruang, rusak sedang 67 ruang, rusak berat
46 ruang dan rusak total sebanyak 50 ruang. Sementara untuk

jenjang SMP, jumlah keseluruhan ruang kelas sebanyak 630 ruang
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kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik 129 ruang, rusak
ringan 466 ruang, rusak sedang 20 ruang, rusak berat 10 ruang dan
rusak total 5 ruang kelas. Secara rinci kondisi ruang kelas dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30

Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut
Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2017

Kondisi Ruang Kelas
No. Kecamatan Baik Rusak | Rusak Rusak | Rusak Jumlah
Ringan | Sedang | Berat Total
Sekolah Dasar (SD)
1 Lemahwkk 48 114 14 10 6 192
2 Pekalipan 53 160 7 3 0 223
3 Kesambi 48 205 28 26 31 338
4 Kejaksan 94 250 17 S 4 370
5 Harjamukti 9 62 1 2 9 83
Kota Cirebon 252 541 67 46 50 1.256
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1. Lemahwkk 18 159 12 7 0 196
2. Pekalipan 0 3 0 0 3 6
3. Kesambi 44 90 2 3 0 139
4. Kejaksan 22 95 S 0 0 122
S. Harjamukti 45 119 1 0 2 167
Kota Cirebon 129 466 20 10 S 630

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon,2018

5. Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Tabel berikut menggambarkan tenaga pendidik di Kota Cirebon
yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan strata S1/D-IV. Sampai
dengan tahun 2017 guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi
S1/D-IV sebanyak 92,74 persen meningkat dari tahun 2014 yang
mencapai 84,35 persen. Artinya masih ada tenaga pendidikan yang
belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 7,26 persen. Untuk
satuan pendidikan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-
IV pada tahun 2014 sebesar 92,74 persen, meningkat pada tahun
2018 menjadi 99,88 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 0,22
persen guru SMP/MTs yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
Dengan demikian, maka untuk periode lima tahun ke depan,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus dapat menuntaskannya,
sehingga diharapkan dengan memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai
tenaga pendidik, kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik akan
lebih meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas

pendidikan di Kota Cirebon.
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Tabel 2.31

Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Di Kota
Cirebon Tahun 2014-2017

Satuan
No. Pendidikan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. | SD/ MI 84,35 | 88,55 | 90,68 | 92,74 | 99.88
. | SMP/ MTs 92,74 | 92,84 | 92,55 | 93,13 | 95,85
3. | SMA/SMK/MA | 95,57 | 95,93 | 95,54 - -

Sumber: LKPJ-AMJ Tahun 2014-2018

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah
yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu
jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah
satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan bidang pendidikan di
suatu daerah.

Data yang ada menunjukan bahwa jumlah siswa putus sekolah
di Kota Cirebon mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun
2017 angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar
0,02 atau menurun sebesar 0,04 dibandingkan Tahun 2016 sebesar
0,06 kecuali pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,04
dibandingkan tahun sebelumnya. Angka putus sekolah untuk jenjang
pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2017 sebesar 0,02 atau mengalami
penurunan sebesar 0,03 dibandingkan dengan Tahun 2016 yang
mencapai 0,05

Begitu pula untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA setiap
Tahunnya mengalami penurunan gambaran lebih lengkap dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32

Angka Putus Sekolah di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No Jenjang 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Pendidikan

1 | SD/MI 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0.06 | 0,02

2 | SMP/MTs 6,22 | 0,07 | 0,25 | 0.05 | 0,02

3 | SMA/SMK/MA 39,16 | 0,49 | 0,31 | 0.11 -

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

7. Angka Kelulusan

Salah satu output dari proses kegiatan belajar mengajar adalah

angka kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
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Angka kelulusan di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir

digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.33

Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
Di Kota Cirebon Tahun 2013-2018

Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
SMP/MTs 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
SMA/SMK/MA | 100,00 | 99,93 | 100,00 | 99,83 n/a n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD: 2018.

2.1.3.1.2 Kesehatan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan
kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai

berikut :

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita.

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan
suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik,
lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi,
kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif
(daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Strategi
pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan
anak seperti itu dapat dilakukan di Posyandu.Jumlah Posyandu di
Kota Cirebon pada Tahun 2017 sebanyak 330 buah dan jumlah Balita
sebanyak 26.459 jiwa. Adapun perbandingan jumlah Posyandu
terhadap Balita mencapai 1: 80. Hal ini berarti bahwa setiap 1 (satu)
di Kota 80 balita. Berikut

menggambarkan rasio Posyandu terhadap balita di Kota Cirebon
periode Tahun 2013-2017.

Posyandu Cirebon melayani

Tabel 2.34

Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 | Jumlah Posyandu 329 330 330 330 330
Jumlah Balita 21.580 | 22.253 | 21.321 | 26.704 | 26.459
3 | Rasio Posyandu 65,59 68,43 64,61 80,92 80,19
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| | Per satuan Balita | | | | | |
Sumber :Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2018

Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada Tahun
2017 dari 330 Posyandu yang termasuk Posyandu Pratama sebanyak
12 buah, Madya 51 buah, Purnama 168 buah dan Posyandu Mandiri
99 buah.

2. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan

penduduk.

Dalam wupaya pengembangan kampung siaga, Puskesmas
memiliki tugas sebagai fasilitator selain memberikan pelayanan medis
dasar dan diharapkan mampu melaksanakan tugas penggerakan dan
pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk
intervensi atau dukungan untuk meningkatkan kapasitas individu,
kelompok atau kelembagaan masyarakat. Fasilitasi pengembangan
Kampung Siaga oleh Puskesmas harus mampu menerapkan prinsip-
prinsip fasilitasi efektif yang mengarah terwujudnya community
development. Konsep community development menurut Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) adalah pembangunan masyarakat, suatu proses
usaha atau potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan.

Dengan sumber daya pemerintah, untuk memperbaiki kondisi
ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dalam konteks kehidupan
berbangsa, dan memberdayakan mereka agar mampu berkontribusi

secara penuh untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan ini tidak bisa memecahkan semua
permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, tetapi
menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai

masalah. Berikut adalah data rasio terhadap jumlah penduduk.
Tabel 2.35

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

No. Uraian 2013 2014 2015 2016

1. | Jumlah Puskesmas 22 22 22 22

2. | Jumlah Balai 13 15 15 15
Pengobatan

3. | Jumlah Pustkesmas 15 16 16 16
Pembantu (Pustu)
Jumlah 1s/d 3 50 53 53 353

4. | Jumlah penduduk 304.313 | 315.875 | 388.854 | 324.794

5. | Rasio Puskesmas per 0,0072 0,0069 0,0056 | 0,0067
satuan penduduk

6. | Rasio Balai Pengobatan 0,0042 0,0047 0,0038 0,0046
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No. Uraian 2013 2014 2015 2016
per satuan penduduk
7. | Rasio Pustu per satuan 0,0049 0,0050 0,0041 0,0049
penduduk
8. | Rasio Puskesmas, Balai 0,0164 | 0,0167 | 0,0136 | 0,0163
Pengobatan dan Pustu
per satuan penduduk
9. | Jumlah kecamatan S S S )
10. | Jumlah kelurahan 22 22 22 22
11. | Rasio Puskesmas per 440 440 440 440
kecamatan.

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota CirebonTahun 2018

2017

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 22 unit, begitu

Jumlah Puskemas pada tahun tidak mengalami
pula jumlah Puskesmas Keliling tetap yaitu sebanya 22 Puskesling.
Namun jumlah puskesmas keliling mengalami fluktuasi dari tahun ke
tahun. Puskemas Pembantu (Pustu) yang masih aktif sampai dengan
tahun 2017 berjumlah 12 wunit, sebagaimana terlihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.36

Rasio Puskesmas/Puskesling /Pustu Per Satuan Penduduk di Kota
Cirebon Tahun 2013-2017
2013 2014 2015

No. Indikator
Jumlah

1. | Puskesmas/
Pusling /Pustu
Jumlah
Penduduk
Rasio
Puskesmas/
3 Pusling/

* | Pustu per
satuan
penduduk.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, data diolah

2016 2017

34 34 34 34 34

304.313 | 305.899 | 307.494 | 310.486 | 313.325

8.950 8.997 9.044 9.132 9.215

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Data Rumah Sakit di Kota Cirebon tahun 2017 sebanyak 11
Rumah Sakit, terdiri dari 7 unit Rumah sakit Umum (Rumah Sakit
Daerah Gunung Jati, Rumah Sakit Tentara Ciremai, Rumah Sakit
Pelabuhan, Rumah Sakit Budi Luhur, Rumah Sakit Putra Bahagia,
Rumah Sakit Budi Asta, dan Rumah Sakit Sumber Kasih) serta 4 unit
Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Sakit Khusus, yaitu Rumah Sakit
Bersalin Panti Abdi Darma, Rumah Sakit Bersalin Muhammadiyah,

Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas, Rumah Sakit Ibu dan Anak
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Cahaya Bunda. Tabel berikut menggambarkan rasio rumah sakit di

Kota Cirebon per satuan penduduk.

Tabel 2.37

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. | Indikator 2013 2014 2015 2016 | 2017
Jumlah
L | o Soit 10 10 11 11 11
p. | Jumlah 304.313 | 305.899 | 307.494 | 310.486 | 313.325
Penduduk
Rasio Rumah
Sakit per

satuan

penduduk.

30.431 30.590 27.954 28.226 | 28.484

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, data diolah.

Data di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 rata-rata 1
rumah sakit di Kota Cirebon melayani sebanyak 28.484 orang.
Jumlah tersebut belum termasuk pasien yang berasal dari luar
wilayah Kota Cirebon. Hal ini karena Rumah Sakit Daerah Gunung
Jati telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional wilayah

Jawa Barat bagian

4. Rasio Dokter per satuan penduduk.

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang
dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.
Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan terpadu, idealnya

1 orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Jumlah dokter di Kota Cirebon pada Tahun 2016 sebanyak 265
orang dengan jumlah penduduk sebanyak 324.794 orang. Dari data
tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan dokter terhadap
1.000 jumlah penduduk mencapai 81,59. Rasio dokter terhadap
jumlah penduduk Kota Cirebon Tahun 2016 adalah 1 : 1.225,6
artinya rata-rata 1 orang dokter di Kota Cirebon memberikan layanan
kesehatan kepada 1.225 sampai 1.226 orang. Tabel berikut
menggambarkan rasio dokter per satuan penduduk Kota Cirebon
Tahun 2013 - 2016.
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Tabel 2.38

Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kota Cirebon Tahun 2013-2017

. Tahun

L E 2013 | 2014 2015 2016 | 2017
Jumlah dokter 263 224 402 465
Jumlah penduduk 304.313 | 315.875 | 388.854 | 324.794 | 313.325
Rasio dokter per
1.000 penduduk 86.4 71,11 103 143
Rasio dokter
terhadap penduduk 0.086 0,079 0,103 0,143

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

5. Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Kineja pelayanan kesehatan suatu daerah dapat juga dilihat dari
indikator status gizi balita daerah tersebut. Cakupan status gizi balita
di Kota Cirebon pada Tahun 2016 berdasarkan indeks BB/U
diketahui Status Gizi sangat kurang/buruk sebanyak 43 kasus atau
0,19 persen. Jumlah ini menunjukkan kenaikkan apabila
dibandingkan dengan Tahun 2015 dimana status balita gizi buruk
sebanyak 24 kasus. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit
penurunan disbanding dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 43
kasus atau 0.18 persen. Pada tabel Berikut digambarkan kondisi
balita status gizi sangat kurang/gizi buruk berdasarkan indeks

BB/Udi Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2013-2017.

Tabel 2.39

Persentase Balita Gizi Baik di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Jumlah Balita 21.580 | 22.253 | 22.222 | 22.438 | 22.479
seluruhnya
Jumlah Balita gizi 995 236 04 43 40
buruk
Persentase balita gizi 1,02 1,06 0,10 0,19 0.18
buruk

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2018.

6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kematian ibu pada saat melahirkan di Kota Cirebon pada
Tahun 2016 sebanyak 1 orang disebabkan oleh faktor penyebab
langsung, yaitu eklamsia, jumlah ini menurun dari tahun 2015. Pada
tahun 2017, Kota Cirebon kembali mengalamu mengalami kenaikan,

yaitu terdapat 4 orang. Data Tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 2.40

Persentase Balita Gizi Baik di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Jumlah kematian ibu 3 4 4 1 4
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana
pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan

jaringan jalan yang baik merupakan salah satu pendukung

percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.
Infrastruktur jalan yang baik menjadi modal sosial masyarakat dalam
menjalankan roda perekonomian daerah. Kinerja jaringan jalan
berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat
kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu kondisi jalan
baik, sedang, rusak sedang, dan rusak berat. Berikut gambaran
proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama kurun

waktu 2012-2016.

Tabel 2.41

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kota Cirebon Tahun 2012-2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 | 2016
E:irll{dlsualan 139.555 | 136.675 | 141.410 | 78.507 | 122,38
Kondisi jalan

17.293 | 17.106 | 15.876 | 36.173 | 16,06
sedang
Kondisi jalan

3.822 3.822 3.987 | 41.072 | 1,36
rusak sedang
Kondisi jalan 6.810 6.620 2.500 | 38.159 | 3,13
rusak berat
Total Panjang | 07 400 | 163.863 | 163.863 | 193.911 | 142,93
Jalan
Proporsi Jalan

. 83,33 83,41 86,30 40,48 | 85,62
Baik

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka, BPS

Pada tahun 2014 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai
141.410 km atau sekitar 86,30 persen mengalami peningkatan bila
dibandingkan kondisi jalan pada tahun sebelumnya dengan proporsi

jalan kondisi baik sebesar 83,41 persen sedangkam pada tahun 2015
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mengalami penurunan dratis yang menunjukkan proporsi jalan baik
hanya 40,48 persen. Namun demikian, pada tahun 2016 kondisi jalan
baik kembali naik menjadi 122,38 km atau 85,62 persen.
2. Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik

Gambar berikut menjelaskan bahwa walaupun cakupan drainase
kondisi baik dalam empat tahun terakhir, namun sampai dengan
akhir tahun 2017 masih terdapat sekitar 30 persen saluran drainase
yang ada di Kota Cirebon menunjukan kondisi yang kurang baik.
Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan terutama ketika musim
hujan tiba akan menimbulkan genangan air di titik-titik tertentu,
sehingga mengganggu kenyamanan warga kota dalam melakukan

aktivitasnya.

71
70 -
69 -
68 -
67 -
66 -
65

2014 2015 2016 2017

—— Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka, BPS
Gambar 2.18

Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik di Kota Cirebon Tahun
2014-2017

3. Cakupan Pelayanan Air Limbah

Cakupan pelayanan air limbah pada tahun 2014 mencapai 62,83
persen, meningkat tahun 2015 menjadi 63,86 persen, tahun 2016
63,95 persen dan pada tahun 2017 embali meningkat menjadi 65,35

persen.

66

65 Ml 65,35
oa 63,86 SV

521Vl
62
61
2014 2015 2018 2017
—fl— Cakupan Pelayanan Air Limbah

Sumber: Dinas PU-PR Kota Cirebon
Gambar 2.19

Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Cirebon
Tahun 2014-2017
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4. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang
memenuhi persyaratan secara fisik, mikro biologis, kimia, dan
radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau,
tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut,
kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara
mikro biologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri E. Coli
dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung
dalam air minum seperti besi, aluminium, chlor, arsen, dan lainnya
harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif,
kadar gross alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter
(Bq/1) dan kadar gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Alternatif masyarakat untuk mendapatkan sumber air minum di
Kota Cirebon cukup bervariasi. Masyarakat perkotaan sebagian besar
sudah menggunakan jasa PDAM untuk memenuhi kebutuhan sumber
air minum dan masih ada sebagian lagi yang menggunakan sumur
gali, sumur pompa, dan mata air. Sumber mata air tersebut ada yang
terlindung dan ada yang tidak terlindung. Sumber air PDAM, sumur
gali, sumur pompa relatif lebih terlindung dan memenuhi persyaratan

kesehatan.

120
100
S 80
-
Kejaks | Kesam | Pekali Lemah Harjam }_(ota
. wungk .| Cirebo
an bi pan Uk ukti n

——2013| 100 | 947 | 86,97 | 90,38 | 59,8 | 926
——-2014| 89,87 | 92,99 | 94,67 | 88,39 | 93,05 | 91,25
—4—2015| 9897 | 98,19 | 9853 | 916 | 89,88 | 9481
——-2016| 98,54 | 9593 | 98,96 | 9947 | 88,72 | 94,71
2017) 0 0 0 0 0 0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Gambar 2.20

Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas
Di Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan akses masyarakat
terhadap air minum yang berkualitas (layak) dari tahun 2013 sebesar

92,6 persen naik menjadi 94,71 persen pada tahun 2016. Peningkatan
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akses air minum layak sebagian besar berasal dari air minum
perpipaan/air ledeng yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Dalam beberapa tahun terakhir,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon meluncurkan program air minum
bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat
meningkatkan cakupan akses air minum berkelanjutan. Akss air
minum berkelanjutan tertinggi pada tahun 2016 terdapat di
Kecamatan Lemahwungkuk yang mencapai 99,47 persen dan

terendah di Kecamatan Harjamukti sebesar 88,72 persen.

Pengawasan kualitas air bersih agar air yang dikonsumsi
masyarakat memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu tugas
pokok dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Tujuan dari pengawasan
kualitas air bersih adalah agar masyarakat terhindari dari gangguan

penyakit bersumber/berperantara air (Water Born Diseases).

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air PDAM
tahun 2016 menunjukan bahwa 97,84 persen memenuhi syarat
kesehatan, naik dari tahun 2015 yang mencapai 97,40 persen,

sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

08
97.8 /IASLBL
97.6
97,4 ’/9?34
97,2 - M 972
o7 / == %5 Air Minum
96,8 \/ Sehat
oue 96.73
96,4
96,2
96

2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Gambar 2.21

Persentase Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan
Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkelanjutan
pada tahun 2016 sebanyak 294.075 jiwa atau 94,71 persen yang
bersumber dari PDAM, sumur gali terlindung, sumur gali dengan
pompa, sumur bor dengan pompa dan mata air terlindung. Akses air

minum terbanyak berasal dari perpipaan sebanyak 240.761 jiwa
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(77,54 persen), terdapat kenaikan dari tahun 2015 yang mencapai
94,01 persen.

100 9269297 2401 0471
7754
80 - :
79,18 84
60 =% Akses air
berkelanjutan
40 =% Air bersumber
perpipaan
20
0 T T T T 1
2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Gambar 2.22

Akses Air Minum Berkelanjutan di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

5. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi yang layak (jamban sehat) merupakan salah satu faktor
yang penting untuk mengendalikan kasus diare dan kematian karena
diare. Fasilitas sanitasi yang layak dilengkapi dengan leher angsa,
anki septik (septic tank/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik
yang dugunakan sendiri atau bersama, dengan resapan jauh dari

sumber air sekitar 210 meter.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah penduduk yang
memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2016 sebanyak 278.282 jiwa
atau 89,63 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 89,68
persen, dengan kelurahan yang rendah akses sanitasinya adalah
Kelurahan Kesepuhan (59,91 persen) dan kelurahan yang sudah
mencapai O Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar

Sembarangan) adalah Kelurahan Larangan sebesar 100 persen.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Gambar 2.23

Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

6. Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW
Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan
Perkotaan, dimaksudkan untuk selain sebagai sarana lingkungan juga
dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya
tanaman dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta
menunjang kelestarian air dan tanah. Kebijakan penetapan RTH di
Kota Cirebon sebagaimana yang tertuang pada dokumen RTRW
adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30%

dari luas wilayah kota.

Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam
penataan ruang wilayah/kawasan, yaitu sebagai penyeimbang
kawasan perkotaan. RTH adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok yang penggunaannya lebih besifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.
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Tabel 2.42
Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon Tahun 2017
Persentase
. . Terhadap Luas
No. | Tipologi Tutupan Lahan | Luas (Ha) Wilayah Kota
Cirebon (%)

1. | Taman RT 4,28 0,11

2. | Taman RW 8,72 0,23

3. | Taman Kelurahan 20,52 0,54

4. | Taman Kecamatan 6,24 0,16

5. | Taman Kota 11,79 0,31

6. | Taman Permakaman 71,25 1,87

7. | Jalur Hijau Jalan 3,43 0,09

8. | Sempadan Rel KA 48,15 1,26

9. | Sempadan Pantai 84,58 2,22

10. | Sempadan Sungai 134,50 3,53

11. | Hutan Kota 10,07 0,26

12. | Hutan Mangrove 2,11 0,06

13. | Lapangan Olahraga 18,65 0,49
Jumlah Total Tutupan Lahan 424,29 11,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2018

Keberadaan RTH selain dipandang sebagai salah satu komponen
pemanfaatan ruang, RTH juga harus terintegrasi dengan penataan
ruang, sehingga perlu mengacu kepada azas-azas yang terkandung
dalam Undang-undang Penataan Ruang dan Lingkungan.
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 luas tutupan lahan RTH
sebanyak 424,29 hektar atau 11,14 persen.

7. Volume Sampah yang Dihasilkan Per Hari

Sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai,
tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya
berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengelolaan
sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani
sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara
garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi
pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan

transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 2.43

Volume Sampah Per Hari Per Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Kecamatan Volume Sampah (m?3)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Harjamukti 255 509 538 439 165
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Volume Sampah (m3)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lemahwungkuk | 170 189 198 217 230

Kecamatan

Pekalipan 124 277 284 118 125
Kesambi 167 221 230 285 303
Kejaksan 201 218 244 185 197
Kota Cirebon 917 | 1.414 | 1.494 | 1.244 | 1.319

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Pada tahun 2017 terdapat 30 bangunan TPS yang tersebar di
seluruh kecamatan di Kota Cirebon. Rata-rata volume sampah yang
dihasilkan per hari sebanyak 1.319 m3, dan yang paling banyak
menghasilkan sampah adalah di Kecamatan Kesambi sebanyak 303

m?, kemudian Kecamatan Lemahwungkuk 230 m?3.

8. Cakupan Penanganan Sampah

Tabel berikut menggambarkan volume sampah yang dihasilkan
Kota Cirebon pada tahun 2014 per hari sebanyak 1.414 m?® dengan
sampah yang diangkur dari TPS ke TPA sebanyak 652 m?® atau 46,11
persen. Tahun 2015 volume sampah yang dihasilkan meningkat
menjadi 1.494 m® per hari dan yang diangkut dari TPS ke TPA
sebanyak 660 m® atau 44,18 persen. Sementara pada tahun 2015
cakupan sampah yang diangkut ke TPA dan yang diolah di tingkat
rumah tangga, seperti komposting, dan lain-lain sebanyak 72 persen,
sehingga sampah yang diolah di tingkat rumah tangga sebanyak 27,82
persen. Pada tahun 2017, volume sampah yang dihasilkan per hari
menurun menjadi 1.319 m® dan yang mampu diangkut ke TPA
sebanyak 748 m?® atau 56,71 persen. Cakupan sampah yang diangkut
ke TPA dan yang diolah di tingkat rumah tangga melalui 3 R sebanyak

78 persen.
Tabel 2.44
Cakupan Penangan Sampah Kota Cirebon
Tahun 2014-2017
No. Indikator 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 Volume sampah yang 1.414 | 1.494 | 1.244 | 1.319
" | dihasilkan per hari m?3 m? m? m?
5 Volume sampah yang 652 660 668 748
" | terangkut ke TPA m? m? m? m?
3. | Cakupan sampah yang
diangkut ke TPA dan - 2% | 75% | 78%
Pengolahan melalui 3R

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
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9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Kota Cirebon
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan,
yaitu sebanyak 39 unit sehingga dengan jumlah penduduk yang
meningkat maka perlu penambahan TPS, seperti yang terlihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 2.45

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Tempat
Pembuangan Sampah 36 41 39 39 39
(TPS)
Jumlah Penduduk 304.313 | 305.899 | 307.494 | 310.486 | 313.326
Rasio TPS Per Satuan | g 453 | 7461 | 7.885 | 7.961 | 1:8.416
Penduduk.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

10. Penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan.

Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2015 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah
tersebut terjadi pada IMB untuk tempat tinggal dan bukan tempat

tinggal, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46

Jumlah IMB yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012-2016

No. Jenis Bangunan L8 oyl
2012 | 2013 | 2014 | 2015
1. | Tempat Tinggal 621 | 1.070 | 525 967
2. ,]?.ukan tempat 245 | 122 | 235 | 266
inggal
Jumlah 866 1.192 760 1.233

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2016-2017

2.1.3.1.4 Perumahan
1. Rumah tangga Pengguna Air Bersih

Rumah  tinggal  berakses  sanitasi sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa:
fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan

pembuangan sampah. Sebagai bagian dari lingkup sanitasi, fasilitas
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air bersih cukup dibutuhkan dalam rumah tinggal. Berikut data
rumah tinggal berakses sanitasi dengan fokus rumah tangga

pengguna air bersih pada tahun 2016:

Tabel 2.47
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cirebon
Tahun 2016
Jumlah
Uraian Shrn Penduduk
Sarana Pengguna
Sumur Gali Terlindung 8.301 38.645
Sumur Gali Dengan Pompa 2.798 13.370
Sumur Bor Dengan Pompa 5.072 22.383
Mata Air Terlindung 5 440
Perpipaan (PDAM,BPSPAM) 50.164 240.861
KK yang memiliki akses air 294.075
minum (94,71%)

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

2.1.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan wurusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat
dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Terkait
dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai indikator kinerja
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Cirebon dalam

kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.48

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016

No. Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016

1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP 1 Keg | 1Keg | 1Keg | 1Keg

2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | 1 Keg | 1Keg | 1 Keg | 4 Keg

Sumber: Kantor KesbangPol Dagri, 2018

2. Rasio Linmas Per Satuan Penduduk

Rasio petugas linmas di Kota Cirebon adalah jumlah satuan
perlindungan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tugasnya
membantu memelihara, keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan  kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan

menggunakan rumus rasio jumlah satuan linmas per kelurahan
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adalah

kelurahan dalam satu kota. Rasio petugas linmas di Kota Cirebon

jumlah satuan linmas dalam satu kota dibagi jumlah

baru mencapai 2,22 per Kelurahan.

Jumlah linmas di Kota Cirebon pada tahun 2013 sebanyak 1.329
orang dengan jumlah penduduk 304.313, sehingga rasio jumlah
Lintas terhadap jumlah penduduk adalah 1:228,97, artinya bahwa
setiap satu orang linmas di Kota Cirebon memilik tanggung jawab
untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak

230 sampai 240 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.49

Rasio Linmas Per Satuan Penduduk
di Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Linmas 1.329 1.329 1.329 1.100 1.240
Jumlah Penduduk 304.584 | 305.889 | 307.494 | 310.486 | 313.326
Rasio Linmas Per . . . . .
10.000 Penduduk 1:22.9 1:23,0 1:23,1 1:28,2 1:25,3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

Tabel di atas menjelaskan, jumlah Linmas di Kota Cirebon dalam
lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah
Linmas sebanyak 1.329 orang dan menurun pada tahun 2017
menjadi 1.240 orang dengan jumlah penduduk 313.326, sehingga
rasio jumlah Lintas terhadap jumlah penduduk adalah 1:25,3 artinya
bahwa setiap satu orang linmas di Kota Cirebon memiliki tanggung
jawab untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

sebanyak 25 sampai 26 orang.

3. Kriminalitas

Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum merupakan
salah satu syarat yang harus diwujudkan agar seseorang merasa
aman untuk bepergian ke luar rumah tanpa dihantui rasa takut
adanya ancaman. Dalam tiga tahun terakhir, kejahatan yang terjadi
lebih didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor, penipuan dan

penganiayaan berat sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.50

Jumlah Tindak Pidana di Kota Cirebon
Tahun 2014-2016

No. Jenis Kejahatan 2014 | 2015 | 2016
1. | Pembunuhan S 2 4
2. | Penganiayaan berat 69 119 132
3. | Penganiayaan ringan S 3 9
4. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 12 16 16
5. | Perkosaan 3 4 3
6. | Pencabulan 1 4 1
7. | Penculikan 0 4 1
8. | Pencurian dengan kekerasan 27 46 64
9. | Pencurian biasa 68 53 30
10. | Pencurian kendaraan bermotor 206 | 240 192
11. | Pencurian dengan pemberatan 63 124 131
12. | Pengrusakan/penghancuran barang S 6 5
13. | Pembakaran dengan sengaja 0 0 0
14. | Narkotika dan Psikotropika 31 35 71
15. | Penipuan 90 174 184
16. | Penggelapan 26 71 70
17. | Korupsi 1 1 1

2.1.3.1.6 Sosial

1. Sarana Sosial Panti Asuhan,

Rehabilitasi

Panti

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2017

Jompo dan Panti

Salah satu bentuk kinerja urusan sosial adalah tersedianya

sarana sosial panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di

suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Cirebon dalam
kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Sarana Sosial di Kota Cirebon Tahun 2013-2016
Uraian 2013 2014 2015 2016

Jumlah panti sosial skala
kabupaten/ kota dalam 1 tahun
yang seharusnya menyediakan 26 26 27 27
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial (Unit)
Jumlah panti sosial skala
kabupaten/kota dalam 1 tahun
yang menyediakan sarana 21 21 21 21
prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial (Unit)
Presentase (%) panti sosial skala
kabupaten/kota yang menyediakan 80.77% 80.77% 77.78% | 77.78%
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan social

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, 2016
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2. PMKS yang mendapatkan bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial
secara memadai dan wajar. Berikut data PMKS yang mendapatkan
bantuan sosial di Kota Cirebon Tahun 2014-2016.

Tabel 2.52

Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial di Kota Cirebon
Tahun 2014 - 2016

No. Uraian 2014 2015 2016

Jumlah PMKS yang
1. | seharusnya menerima 111.610 | 111.426 | 73.618
bantuan sosial (orang)

Jumlah PMKS yang
2. menerima bantuan sosial 25.286 11.344 | 11.749
(orang)

Persentase PMKS yang

3 memperoleh bantuan sosial
" | untuk pemenuhan
kebutuhan dasar

22,66% | 10,18% | 15,96%

Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang
seharusnya menyediakan
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
(lembaga)

26 27 27

Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang
5. | menyediakan sarana 21 21 21
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Sumber: Profil Kota Cirebon Tahun 2017

2.1.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase
angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada suatu
periode. TPAK Kota Cirebon pada tahun 2013 sebesar 63,54 persen

dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 68,03 persen. Peningkatan
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TPAK tersebut membawa pengaruh yang cukup luas terhadap
berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial maupun ekonomi

keluarga.

Tabel 2.53

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (Persen)
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon, BPS.

1. 63,54 | 64,94 | 62,19 | 66,45 | 68,03

2. Angka pengangguran terbuka (APT)
Angka pengangguran terbuka (APT) dapat menjadi indikasi

tentang penduduk wusia kerja yang termasuk dalam kelompok
pengangguran. Angka pengangguran terbuka diukur sebagai
persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah
angkatan kerja. Angka ini dapat digunakan untuk melihat tingkat
keberhasilan program kegiatan urusan ketenagakerjaan selain juga
untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian dan
angka kemiskinan Kota. Berikut gambaran tentang angka

pengangguran terbuka kota Cirebon kurun waktu tahun 2014-2018

Tabel 2.54

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon
Tahun 2014-2018

Uraian 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Tingkat

1. | Pengangguran 11,02 | 11,28 - 9,29 | 9,06
Terbuka

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.

Berdasarkan Tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pada tahun 2018 adalah sebesar 9,06 persen. Angka tersebut
menunjukan pengurangan dari 2,29 persen menjadi 9,06 persen atau
menurun sebesar 0,23 persen apabila dibandingkan dengan tingkat

pengangguran tahun sebelumnya.
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3. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah
Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan

pemerintah pada tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Cirebon

Tabel 2.55

Tahun 2013-2016

Uraian 2013 2014 2015 2016
Kasus yang
diselesaikan dengan 9 8 5 11
PB
Kasus yang
dicatatkan 11 K ’ 13
Data jumlah kasus
yang diselesaikan di
. luar Pengadﬂan. Seksi Seksi
Seksi Hubungan Industrial
- o Hubungan Hubungan
Hubungan melalui Perjanjian X !
! Industrial dan | Industrial
Industrial Bersama (PB) dan .
. Jamsostek; dan
Sumber data dan dan data jumlah kasus - . .
. . Dinas Sosial, | Jamsostek;
Rujukan Jamsostek; yang dicatatkan T . -
. ; . L enaga Kerja Dinas
Dinas Sosial, | diperoleh dari dinas :
T . S dan Sosial,
enaga Kerja provinsi, T . . T
dan kabupaten/kota ransrigrasi cnaga
. Kota Cirebon Kerja dan
yang menangani
bidang
ketenagakerjaan

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, 2016

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan

gender

perlu diberikan akses

seluas-luasnya

terhadap kaum

perempuan untuk lebih berperan aktif di segala bidang kehidupan.

Untuk mengetahui peran aktif kaum perempuan salah satunya dapat

diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga
pemerintah /eksekutif.
Tabel 2.56
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
di Kota Cirebon Tahun 2013-2016
No. Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1, |Jumlah Perempuan diLembaga | 3 575 | 3051 | 3.226 | 3.226
Pemerintah
9. quentase Partlslpa81 Perempuan 54,61 | 47,86 | 52,06 | 52,06
di Lembaga Pemerintah
Sumber: BK Diklat Kota Cirebon, 2016
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2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penduduk yang bekerja menurut jabatan tahun 2017 di wilayah
Kota Cirebon didominasi oleh tenaga usaha jasa sebanyak 55.817
orang atau 43,52 persen, yang terdiri dari laki-laki 29.265 orang atau
36,60 persen dan perempuan 26.552 orang atau 54,97 persen dan
tenaga produksi sebanyak 41.141 orang atau 32,07 persen, yang
terdiri dari laki-laki 32.610 orang atau 40,78 persen dan perempuan

8.531 orang atau 17,66 persen.

Tabel 2.57
Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan di Kota Cirebon
Tahun 2017
Jabatan Penduduk yang Bekerja
Utama Jumlah (orang) Persentase (%)
Dalam Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Pekerjaan L P el L P loEH
0/1 na na 4.180 na na 3,26
2 4.753 | 5.835 | 10.588 5,94 12,08 8,25
3 3.742 | 1.413 5.155 4,68 2,93 4,02
4 5.842 | 4.828 | 10.670 7,31 10,00 8,32
5 29.265 | 26.552 | 55.817 | 36,60 | 54,97 43,52
6 667 51 718 0,83 0,11 0,56
7/8/9 32.610 | 8.531 | 41.141 | 40,78 | 17,66 32,07
Jumlah | 79.969 | 48.300 | 128.269 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, BPS: 2017
Keterangan :

0/1. Tenaga profesional; 2. Tenaga kepemimpinan; 3. Tenaga tata usaha; 4.
Tenaga usaha penjualan; 5. Tenaga usaha jasa; 6. Tenaga usaha pertanian;
7/8/9. Tenaga produksi.

3. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di
masyarakat Kota Cirebon. Berikut perkembangan pelaporan kasus
KDRT di Kota Cirebon kurun waktu Tahun 2013-2016:

Tabel 2.58
Rasio KDRT di Kota Cirebon Tahun 2013-2016
Uraian 2013 2014 2015 2016
Jumlah KDRT 24 28 30 10
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan 22 27 31 27
dan anak

Sumber: BPMPPKB Kota Cirebon, 2016
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Selama kurun waktu tahun 2013-2015 jumlah kasus KDRT yang
dilaporkan mengalami trend yang naik, dimana pada tahun 2014
sebanyak 24 kasus menjadi 30 kasus pada tahun 2015. Begitu pula
dalam hal penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak, selama tiga tahun terakhir mengalami tren yang naik dimana
pada tahun 2014 kasus yang ditangani sebanyak 22 kasus meningkat
menjadi 31 kasus yang berhasil ditangani pada tahun 2015,
sedangkan pada tahun 2016 jumlah kasus KDRT mengalami
penurunan menjadi 10 kasus dan pengaduan yang telah diselesaikan

dari tahun 2015 sebanyak 27 kasus.

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah peserta KB baru dan peserta KB lama
secara terus menerus memakai alat kontrasepsi untuk mengatur
kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB Aktif
adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan
pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat
pemanfaatan kontrasepsi di antara pasangan usia subur. Berkaitan
dengan hal tersebut, dapat diketahui cakupan peserta KB aktif di kota
Cirebon kurun waktu 2013-2017 berada pada kisaran 60%-79%.

Tabel 2.59
Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon Tahun 2013-2017
Mix
No. . 2013 2014 2015 2016 2017
Kontrasepsi
1 IUD 4.629 4.718 3.800 3.839 3.881
2 MOW 2.520 2.664 2.391 2.449 2.522
3 MOP 103 118 100 104 109
4 Kondom 878 974 473 476 476
Non Hormonal 8.130 8.474 | 6.764 | 6.868 | 6.988
S Implant 1.743 1.928 1.252 1.264 1.286
6 Suntik 18.850 | 19.243 | 16.470 | 16.661 | 16.951
7 PIL 3.462 3.552 3.750 3.761 3.720
Hormonal 24.055 | 24.723 | 21.472 | 21.686 | 21.957
Total 32.185 | 33.197 | 28.236 | 28.554 | 28.945
Jumlah PUS 40.446 | 40.881 | 46.477 | 46.774 | 47.512
Capaian (%) 79,58 | 81,20 | 60,75 | 61,05 | 60,92

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018
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b) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dapat menunjukkan berhasil
tidaknya program KB yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut,
rata-rata jumlah anak di Kota Cirebon dapat disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.60

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

| Jumlah 73.618 | 75.136 | 82.144 |82.204 | 82.863
Keluarga

133.30

2 Jumlah Anak 122.664 | 124.466 | 133.085 9 133.807
Rata-rata

3 |jumlah anak 1,67 1,66 1,62 1,62 1,61
per keluarga

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018
Dilihat pada tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa rata-
rata jumlah anak per keluarga di Kota Cirebon mulai tahun 2013-
2017 berada pada kisaran angka 1,60. Rata-rata jumlah anak per
keluarga paling tinggi terjadi pada tahun 2014, sedangkan angka
terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,61.

2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan

1. Regulasi ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam
pembangunan ekonomi. Regulasi kebijakan terkait ketahanan pangan
di Kota Cirebon terbagi menjadi tiga kebijakan yaitu: 1). terkait
pelaksanaan program secara umum; 2). Terkait diversifikasi dan 3).
Terkait penanganan daerah rawan pangan yang terangkum dalam
Peraturan Walikota No 6 Tahun 2013 tentang SPM Ketahanan Pangan

Kota Cirebon.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif
dalam dinamika kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Oleh sebab
itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan

pangan daerah khususnya di Kota Cirebon. Ketersediaan pangan
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utama di Kota Cirebon kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan

seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61

Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

No Uraian 2013 2014 2015 2016

Jumlah

). | ketersediaan 135.486,2 | 147.231,95 | 153.086,46 | 241.687,20
pangan utama

(ton)

Ketersediaan

Doy | 4097 | awrs | oot | 63000

per tahun (ton)

Ketersediaan
3. | Pangan Utama 450,97 487,8 393,686 630,00
(Kg/jiwa/ tahun)

AKG pangan

utama per
kapita per tahun 109 109 109 109

(kg)

Surplus
ketersediaan
S. | pangan utama 341,97 378,8 284,686 521,00
per jiwa per
tahun (kg)

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

2.1.3.2.4 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari persentase luas
lahan Dbersertifikat, penyelesaian kasus tanah Negara dan
penyelesaian ijin lokasi. Pada Tahun 2015 luas lahan bersertifikat
milik Pemerintah Kota Cirebon mencapai 32.727.308 m2 atau sekitar
87,60% dari jumlah luas yang seharusnya bersertifikat 37.358.000
m2. Jadi masih ada sekitar 12,40% luas tanah milik pemerintah yang

harus dituntaskan pengurusan sertifikatnya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak
dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang
umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam
menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan

akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah
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meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampabh,

transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 2.62

Cakupan Penangan Sampah Kota Cirebon
Tahun 2014-2017

No. Indikator 2014 2015 2016 2017

Volume sampah yang 1414m® | 1.494m® | 1.244m? | 1.319 m?
dihasilkan per hari : : : .

Volume sampah yang

terangkut ke TPA 652 m® 660 m? 668 m? 748 m?

Cakupan sampah yang
diangkut ke TPA dan - 72% 75% 78%
Pengolahan melalui 3R

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah yang
tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak mengandung
logam berat. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun

2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Penduduk Berakses Air Minumdi Kota Cirebon
Tahun 2016
. Jumlah Jumlah Penduduk
Uraian

Sarana Pengguna
Perpipaan (PDAM,BPSPAM) 50.164 240.861
Penduduk yang memiliki akses air 294.075
minum (94,71%)

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016

3. Pencemaran Status Mutu Air.

Berdasarkan hasil pantauan untuk pengujian kualitas air sungai,
secara keseluruhan di 7 sub DAS (sungai kedung pane, banjir kanal,
sukalila, kesunean, suba, kalijaga dan cikalong) dan tiga kualitas air
laut di Kota Cirebon hampir semua parameter masih memenuhi baku
mutu lingkungan kecuali parameter COD, BOD dan MBAS. Hal ini
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai seiring
dengan laju pertumbuhan pemukiman dan industri yang melewati
daerah aliran sungai di Kota Cirebon. Faktor terbesar terhadap

penurunan kualitas air sungai adalah limbah domestik yang tidak
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terkendali dari pemukiman penduduk serta air limbah industri yang

secara langsung atau tidak dialirkan ke aliran air sungai.

a) Kondisi Sungai

Seiring dengan pertaambahan penduduk dan perkembangan
teknologi, maka perkembangan pusat-pusat industri dan permukiman
melaju dengan pesa. Peningkatan kebutuhan air, lahan serta bahan
bangunan tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan pemanfaatan
sumber daya alam terutama sungai sering dilupakan kelestariannya.
Kondisi sungai di Kota Cirebon sebagaimana terlihat pada gambar

berikut.

S. Sukalila

S. Kedung S. S. Kalijaga
Pane Kesunean
(Kriyan)

B Panjang (Km) 20,56 14,21 29,54 19,47
M Lebar Permukaan (m) 25 20 47

M Lebar dasar (m) 11 10 32 24

W Kedalaman (m) 3 2,5 5,6 55

m Debit Max (m?/dtk) 0,05 0,15 0,12 0,1

Debit Min (m*/dtk) 0,02 0,03 01 0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, yang dikelola
dalam SIPD.
Gambar 2.24

Kondisi Sungai di Kota Cirebon Tahun 2017
Dari gambar di atas terlihat bahwa sistem sungai paling panjang
yang melintasi Kota Cirebon adalah sistem Sungai Kesunean (Kriyan)
dengan panjang 29,54 km, lebar permukaan 47 m, lebar dasar 32 m
dan kedalaman mencapai 5,6 m. Sedangkan sungai terpendek adalah
sistem Sungai Sukalila dengan panjang 14,21 km, lebar permukaan
20 m, lebar dasar 10 m, dan kedalaman 2,5 m. Namun demikian

Sungai Sukalila memiliki debit maksimum sebesar 0,15 m?/detik.

b) Kualitas Air Sungai.

Hasil analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terkait Indeks

Kualitas Air, berdasarkan indikator dan parameter IKLH Nasional,
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indeks kualitas air Kota Cirebon dihitung dengan menggunakan tuju
parameter, yaitu Total Suspended Solid (TSS), Dissolved (Oxygen (DO),
BiochemicalOxygenDemand (BOD), Chemical OxygenDemand (COD),
Total Fosfat, FecalColiform dan Total Coliform. Hasil analisa indeks

kualitas air sungai di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Indeks Kualitas Air Kota Cirebon Tahun 2017
No. Status Jumlah Persen | Koefisien Nilai
1. Memenuhi 4 57,0 70 40,00
2. Ringan 3 43,0 50 21,43
3. Sedang 0 0,0 30 0,00
4. Berat 0 0,0 10 0,00
Nilai Indeks
Kualitas Air 61,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, yang
dikeloladalam SIPD: 2018.

Dalam periode tahun 2014-2018 indeks kualitas air sungai di
Kota Cirebon menunjukan karakteristik yang tetap yaitu sebesar
50,00 namun pada tahun 2018 secara grafis menunjukan adanya

trens penurunan yang cukup signifikan mencapai nilai 25,28

70
B81.43

gg - .50/\ |

40 \\

30

25,2
20 W 25,28

10
0

2014 2015 2016 2017 2018

== ndeks Kualitas Air

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon,
yang dikelola dalam SIPD: 2018.

Gambar 2.25

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kota Cirebon
Tahun 2014 - 2018

c) Kualitas Air Sumur.

Menurut data cakupan air bersih di Kota Cirebon, dari jumlah
penduduk 328.239 jiwa, jumlah kebutuhan air bersih berjumlah
9.723.601 m? tetapi jumlah KK yang tersambung jaringan pipa PDAM
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baru mencapai 48.829 KK, sedangkan sisanya menggunakan air

bawah tanah (sumur).

Hasil analisis kualitas air bawah tanah yang dilakukan di tiga
lokasi menunjukan bahwa kualitas air baah tanah yang berlokasi di
RT O01/RW 07 Kelurahan Argasunya diidentifikasi tercemar Total
Coliform yang sangat tinggi dengan nilai 7.90 per 100 ml air.

Kualitas air secara biologi khususnya secara mikrobiologi,
ditentukan oleh toksin, misalnya kehadiran mikroba khususnya
bakteri pencemar tinja (coli) di dalam air, sangat tidak diharapkan,
apalagi kalau air tersebut untuk kepentingan kehidupan manusia
(rumah tangga). Bakteri coliformmerupakan golongan mikroorganisme
yang lazim digunakan sebagai indikator, dimana bakteri ini dapat
menjadi sinyal untuk menentukan auatu sumber air telah

terkontaminasi oleh patogen atau tidak.

Hasil uji kualitas air di RT 02/RW 08 Kelurahan Argasunya
diidentifikasi memiliki nilai parameter nitrate (NO3) dan nitrite (NO2)
yang melebihi nilai baku yang ditetapkan dalam Peraturan menteri
Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990. Hasil uji laboratorium
menunjukan bahwa nilai parameter NO3 sebesar 13,83 mg/ltr (baku
mutu NO3 = 10 mg/ltr dan nilai NO2 sebesar 1,26 mg/ltr (baku mutu
NO2 = 1 mg/Itr.

14
12
10
8
6
4
(2) J -—
Baku | RT01 | RT02 | RT 06
mNO2 1 0,03 1,26 0,03
ENO3 10 2,01 13,83 0,32
Column2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon,
yang dikeloladalam SIPD: 2018

Gambar 2.26
Parameter NO3 pada Kualitas Air Bawah Tanah
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Mengkonsumsi air bawah tanah dengan kadar nitrat tinggi akan
menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti gondok,
methemoglobinemia dan sebagainya. Nitrat yang masuk ke dalam
tubuh 6 persen akan direduksi menjadi nitrit yang bersifat

karsinogenik.

d) Kualitas Air Laut

Kota Cirebon memiliki luas wilayah perairan laut sekitar 51,86
km? atau 58,13 persen dari luas wilayah daratan dan lautan (Dinas
Perikanan, Kelautan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon, 2011).
Dari hasil pemantauan dan pengujian kualitas air laut di muara
Sungai Kesenden dan Sungai Sukalila telah melebihi baku mutu yang
ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi bercampurny/teraduknya
substrat lumpur akibat gelombang dan masukan dari sungai yang
juga membawa sampah dan sedimen. Sedangkan nilai pH, DO dan
BOD masih menunjukan nilai yang masih dalam batasan yang
disyaratkan. Sementara untuk nilai phosphate di perairan laut muara
Sungai Kesenden sedikit melebihi baku mutu, hal ini disebabkan
karena masukan dari sungai-sungai sekitarnya dan masukan dari
aktivitas pelabuhan yang lokasinya cukup dekat. Kelebihan phosphate
di perairan menyebabkan peristiwa meningkatnya pertumbuhan alga
dengan efek samping menurunnya konsentrasi oksigen dalam badan

air.

4. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Pengertian amdal adalah sebuah proses studi yang formal
dimana diperuntukkan dalam mengukur dampak yang akan terjadi
pada lingkungan ketika terjadi pembangunan proyek-proyek gedung
atau pabrik yang bertujuan untuk memberikan kepastian agar tidak
terjadi masalah lingkungan saat pembangunan telah selesai sehingga
dibutuhkan analisis pada tahap awal dengan melakukan perencanaan
dan perancangan proyek untuk dijadikan pertimbangan dalam

membuat keputusan.

Perusahaan atau usaha kegiatan yang wajib AMDAL di Kota
Cirebon pada Tahun 2016 ada sebanyak 10 perusahaan/usaha yaitu:
Pelabuhan Indonesia  Cirebon, pembangunan Grage Mall,

pembangunan Cirebon Super Blok, pembangunan kawasan Grage
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City, rencana pembangunan jalan lingkar luar kota Cirebon, RSUD
Gunung Jati, pembangunan Toserba Yogya, pengembangan TPA
Kopiluhur, pembangunan Pusat Perbelanjaan 328 (Living Plaza), dam
pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Cakupan
pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 sebesar
100% atau 10 perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan
AMDAL.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Catatan Sipil.

1. Persentase Jumlah Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam
Catatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat
dari perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai
bentuk tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib
administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang
memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Rasio kepemilikan
KTP, KK, Akte Kelahiran maupun Akte Nikah menggambarkan tingkat
kesadaran  masyarakat Kota  Cirebon mengenai identitas
diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran mengenai
perkembangan administrasi kependudukan di Kota Cirebon Kurun
waktu 2013-2016.

Tabel 2.65

Persentase Penduduk yang Terdaftar dalam Catatan Sipil
Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Persentase
keluarga telah 100 100 100 100 100
memiliki KK

Persentase
Penduduk telah na 96 80,6 86,5 97,94
memiliki KTP.

Persentase
penduduk yang
telah memiliki
akta lahir

na 97,8 86 83,2 88,3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Tahun 2018

2. Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber-KTP di Kota Cirebon dihitung dari jumlah
penduduk ber-KTP dengan jumlah penduduk pada tahun
bersangkutan. Rasio penduduk berKTP pada tahun 2017 sebesar
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97,94% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun
2016 yang sebesar 11,44%.

Tabel 2.66
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kota Cirebon

Tahun 2013-2017

Uraian 2013 | 2014 2015 2016 2017
Rasio penduduk ber-
KTP persatuan na 96 80,6 86,5 97,94
penduduk

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Tahun 2016

3.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dihitung berdasarkan

jumlah akte kelahiran yang diterbitkan dibagi dengan jumlah bayi

yang lahir pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2017 rasio bayi

yang memiliki akte kelahiran mencapai 86,70% mengalami kenaikan

dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,00%.

Tabel 2.67

Rasio Bayi Dengan Akte Kelahiran di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Persentase anak usia O-
18 tahun yang telah 1547 | 21,96 | 31,82 | 3524 na
memiliki akta
kelahiran.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2018

4.

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan nikah memiliki akte nikah dihitung berdasarkan

jumlah penduduk yang memiliki akte nikah dibagi dengan jumlah

penduduk berstatus nikah pada tahun bersangkutan. Pada tahun

2015 rasio pasangan berakte nikah tercatat sebesar 37,80% atau

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang

sebesar 77,89%.

Tabel 2.68
Rasio Bayi Berkate Kelahiran di Kota Cirebon Tahun 2013-2016
Uraian 2013 2014 2015
Rasio pasangan berakte nikah 72,91 77,89 37,80
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2016
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2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan
kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat
dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa
dalam tata kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas
sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas
dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat
desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan
kelembagaan, maka keswadayaan pembangunan di desa diharapkan

semakin meningkat.

Tabel 2.69

Persentase PKK Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2013 - 2017

Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
28 28 28 28 28
unit unit unit unit unit
(100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%)

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase
PKK Aktif

2. Persentase Ormas/LSM Aktif.

Tabel berikut menggambarkan keberadaan Ormas/LSM aktif di
Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Pada tahun 2013
jumlah Ormas/LSM di Kota Cirebon sebanyak 256 lembaga dan yang
aktif sebesar 29,29 persen, dan pada tahun 2017 jumlah Ormas/LSM

menurun menjadi 75 lembaga dan yang aktif sebanyak 26,67 persen.

Tabel 2.70

Persentase Ormas/LSM Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2013 - 2017

Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Jumlah Ormas/ LSM terdaftar 256 256 75 75 75
Jumlah Ormas/ LSM Aktif 75 75 75 75 20
Persentase Ormas/ LSM Aktif 29,29 |1 29,29 | 100 100 | 26,67

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1. Pencapaian Peserta KB Baru.

Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2017 lebih didominasi

oleh penggunaan alat kontrasepsi suntik sebesar 4.645 orang dan
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penggunaan IUD sebanyak 982 orang, sementara partisipasi pria

dalam ber-KB terlihat masih relatif rendah yaitu sebanyk 12 orang.

Tabel 2.71
Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2013-2017

. Mix Tahun

" | Kontrasepsi 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

1 1IUD 1.059 | 893 817 963 982

2 MOW 724 708 658 575 680

3 | MOP 2 17 8 4 12

4 | Kondom 33 55 133 61 44
Non Hormonal 1.818 (| 1.673 | 1.616 | 1.603 | 1.718

S5 | Implant 516 385 475 602 540
6 | Suntik 4.388 | 4.387 | 4.336 | 4.333 | 4.645

7 | PIL 389 347 307 285 211
Hormonal 5.293 | 5.119 | 5.118 | 5.220 | 5.396
Total 7.111 | 6.792 | 6.734 | 6.823 | 7.114

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018.

2. Pencapaian Peserta KB Baru Pria.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pencapaian peserta KB
baru pria menunjukan angka yang fluktuatif. Dari tahun 2014 ke
2015 menunjukan pencapaian yang cukup signifikan dari 1,06 persen
tahun 2014 menjadi 2,09 persen di tahun 2015. Selanjutnya,
pencapaian peserta KB baru pria pada tahun 2016 dan 2017 terus
mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya,
yaitu pada tahun 2016 mencapai 0,95 persen dan tahun 2017

kembali turun menjadi 0,79 persen.

Tabel 2.72
Pencapaian Peserta KB Baru Pria Tahun 2013-2017
Mix
No. . | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Kontrasepsi
1 MOP 2 17 8 4 12
2 Kondom 33 55 133 61 44
Jumlah 35 72 141 65 56
Jumlah
3 Akseptor KB 7.111 | 6.792 | 6.734 | 6.823 | 7.114
4 Persentase (%) 0,49 1,06 | 2,09 | 0,95 | 0,79

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018
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3. Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria.

Pencapaian peserta KB baru non pria pada tahun 2017 sudah
mencapai 99,21 persen. Dibandingkan dengan pencapaian peserta KB
baru pria, menunjukan partisipasi pria dalam ber-KB relatif masih
rendah, sehingga perlu upaya lebih keras untuk memotivasi

keterlibatan pria dalam ber-KB.

Tabel 2.73

Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria
Tahun 2013-2017

No. Mix . 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Kontrasepsi
1 IUD 1.059 | 893 817 963 982
2 MOW 724 708 658 575 680
3 Implant 516 385 475 602 540
4 Suntik 4.388 | 4.387 | 4.336 | 4.333 | 4.645
5 PIL 389 347 307 285 211
Jumlah 7.076 | 6.720 | 6.593 | 6.758 | 7.058
Jumlah
7 Akseptor KB 7.111 | 6.792 | 6.734 | 6.823 | 7.114
8 Persentase (%) | 99,51 | 98,94 | 97,91 | 99,05 | 99,21

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018.

4. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kota Cirebon Tahun 2013-2017

Pencapaian penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dalam
kurun waktu 2013-2017 terlihat mengalami penurunan dari 32,36

persen menjadi 31,12 persen.

Tabel 2.74

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2013-2017

No. Mix Kontrasepsi 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

| MRJP (IUD, MOW, MOP, 2.301 | 2.003 | 1.958 | 2.144 | 2.214
Implant)

2 | Jumlah Akseptor KB 7.111 | 6.792 | 6.734 | 6.823 | 7.114

3 | Persentase (%) 32,36 | 29,49 [ 29,08 | 31,42 | 31,12

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

5. Rasio Akseptor Keluarga Berencana.

Tabel berikut menjelaskan bahwa partisipasi Pasangan Usia
Subur (PUS) dalam ber-KB relatif masih rendah. Dalam lima tahun
terakhir, rasio PUS terhadap jumlah akseptor KB terus mengalami
penurunan, dari 17,58 persen pada tahun 2013 menjadi 14,97 persen

pada tahun 2017. Kondisi demikian tentunya membutuhkan upaya
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keras untuk lebih meningkatkan partisipasi PUS dalam ber-KB,

terutama dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.75

Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. Mix Kontrasepsi 2013 2014 2015 2016 2017
1 ‘é‘gmlah Akseptor | 7111 | 6.792 | 6.734 | 6.823 | 7.114
2 Jumlah PUS 40.446 | 40.881 | 46.477 | 46.774 | 47.512
3 Persentase (%) 17,58 16,61 14,49 14,59 14,97

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

6. Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB Aktif dalam

cenderung mengalami

tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 81,20 persen dan terendah

pada tahun 2015 yang mencapai 60,75 persen.

lima tahun terakhir

penurunan. Pencapaian peserta KB Aktif

Tabel 2.76
Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon Tahun 2013-2017
No. Mix 1 5013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Kontrasepsi
1 IUD 4.629 | 4.718 | 3.800 | 3.839 | 3.881
2 MOW 2520 | 2.664 | 2.391 | 2.449 | 2.522
3 MOP 103 118 100 104 109
4 Kondom 878 974 473 476 476
Non Hormonal 8.130 | 8.474 | 6.764 | 6.868 | 6.988
5 Implant 1.743 | 1.928 | 1.252 | 1.264 | 1.286
Suntik 18.850 | 19.243 | 16.470 | 16.661 | 16.951
PIL 3.462 | 3.552 | 3.750 | 3.761 | 3.720
Hormonal 24.055 | 24.723 | 21.472 | 21.686 | 21.957
Total 32.185 | 33.197 | 28.236 | 28.554 | 28.945
Jumlah PUS 40.446 | 40.881 | 46.477 | 46.774 | 47.512
Capaian (%) 79,58 | 81,20 | 60,75 | 61,05 | 60,92

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

7. Pencapaian Contaceptive Prevalency Rate/CPR (PA/PUS).

Contaceptive Prevalency Rate (CPR) adalah tingkat kelangsungan
pemakaian kontrasepsi dengan cara membandingkan antara jumlah
(WUS) yang

berumur antara 15-49 tahun, atau CPR diartikan sebagai suatu

pemakai kontrasepsi terhadap Wanita Usia Subur

ukuran untuk menentukan kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi
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dalam kurun waktu tertentu. Tabel berikut menggambarkan bahwa
tingkat kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi di Kota Cirebon
dala m lima tahun terakhir menunjukan kecenderungan menurun

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.77

Pencapaian CPR (PA/PUS) Kota Cirebon
Tahun 2013-2017

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Peserta

1 KB Aktif 32.185 | 33.197 | 28.236 | 28.554 | 28.945

2 PUS 40.446 | 40.881 | 46.477 | 46.774 | 47.512

3 Persentase (%) 79,58 81,20 | 60,75 61,05 60,92

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

8. Capaian PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet

Need).

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet
need) merupakan kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi
dengan  perilaku penggunaan  kontrasepsi. Pengertian unmet
need menurut DHS (Demographic Health Survey) adalah proporsi
wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif)
yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan
kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun tetapi

tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Unmet need layanan kontrasepsi/keluarga berencana berkaitan
dengan demand keluarga berencana. Demand KB adalah niat atau
motivasi individu atau pasangan untuk mengontrol fertilitas dimasa
yang akan datang. Demand KB terbagi dalam 3 kategori yaitu
keinginan untuk menunda kelahiran anak pertama, keinginan untuk
menjarangkan kehamilan dan keinginan untuk mengakhiri kelahiran.
Untuk menunda, mengatur jarak dan membatasi kelahiran
ditentukan oleh penilaian ekonomi dan sosial yang memiliki kekuatan

untuk motivasi pengendalian kesuburan.

Kelompok unmet need mencakup wanita hamil

yang
kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid (amenorhoe)
setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak
hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai

kontrasepsi, tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum
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kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin
anak lagi tapi belum tahu kapan juga termasuk dalam
kelompok unmet need. Wanita yang hamil akibat kegagalan metode
kontrasepsi, wanita yang mengalami infecund yaitu mereka telah
menikah lima tahun atau lebih tetapi tidak pernah melahirkan.
Pengguna kontrasepsi tradisonal termasuk ke dalam kelompok unmet
need, karena metode yang digunakan tidak bisa diandalkan dan tidak
sesuai dengan tujuan reproduksi. Beberapa alasan yang

menyebabkan terjadinya unmet need adalah:

a. Akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan
transportasi.

b. Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi,
pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing
metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan penyedia
layanan.

c. Hambatan biaya.

Hambatan sosial, budaya dan norma agama.

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, faktor lain yang
mempengaruhi adanya unet need adalah usia perkawinan yang terlalu
muda, pendidikan wanita yang rendah, jarak ke layanan dan
diskriminasi gender terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah
karakteristik demografi yang menentukan tingginya kebutuhan KB
yang tidak terpenuhi. Terdapat perbedaan karakteristik demografi
dalam unmet need pelayanan keluarga berencana untuk pembatasan
dan penjarangan kelahiran. Pembatasan kelahiran lebih tinggi pada
wanita dengan u